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MOTTO 

 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah 

keadaan diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, 

maka tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. 

 

(Q.S Ar-Rad:11) 
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ABSTRAK 

 

Insiden pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia terus meningkat, memerlukan perhatian 
khusus untuk penanganannya. Terkait kasus pemaksaan hubungan intim oleh pelaku di bawah 
umur, sistem peradilan pidana dalam Pasal 5 dan 7 UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak mewajibkan penerapan diversi untuk mencapai keadilan restoratif. Rumusan 
masalah penelitian ini: 1.Bagaimana implementasi hukum terhadap anak pelaku tindak pidana 
asusila dalam putusan No. 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr? 2.Bagaimana pemidanaan dalam 
putusan tersebut? Tujuan penelitian untuk menganalisis kesesuaian tujuan pemidanaan dengan 
sanksi yang dijatuhkan pada terdakwa anak pelaku pemaksaan hubungan intim, serta 
mengevaluasi keadilan bagi korban berdasarkan pertimbangan hakim sesuai UU No. 11/2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metodologi menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statue approach) dengan sifat yuridis normatif, menggunakan data sekunder. Data 
diperoleh dengan menganalisis Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17/2016 tentang Perlindungan Anak, 
kemudian diolah menggunakan analisis kualitatif.  

Kata Kunci: Asusila, Anak, Kekerasan Seksual 
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ABSTRACT 

The incidence of sexual abuse against children in Indonesia continues to increase, requiring 
special attention for its handling. Regarding cases of forced intercourse by underage offenders, 
the criminal justice system in Articles 5 and 7 of Law No. 11/2012 on the Juvenile Criminal 
Justice System requires the application of diversion to achieve restorative justice. The 
formulation of this research problem: 1.How is the implementation of the law against children 
who commit indecent crimes in decision No. 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr? 2.How is the 
punishment in the verdict? The purpose of the research is to analyze the suitability of the 
objectives of punishment with the sanctions imposed on the child defendant who is the 
perpetrator of forced intercourse, as well as evaluating justice for the victim based on the 
judge's consideration in accordance with Law No. 11/2012 concerning the Juvenile Criminal 
Justice System. The methodology uses a statutory approach (statue approach) with a normative 
juridical nature, using secondary data. Data is obtained by analyzing Article 81 Paragraph 
(2) of Law No. 17/2016 on Child Protection, then processed using qualitative analysis. 

Keywords: Forced intercourse, sexual violence, children. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

    Keturunan merupakan titipan juga anugerah Ilahi yang mesti terus 

dipelihara sebab dalam jiwanya terpatri kehormatan, kemuliaan dan privilese 

selaku insan yang wajib dihormati. Privilese kodrati keturunan ialah 

komponen dari privilese kodrati manusia yang tercantum dalam Konstitusi 

1945 dan Pakta PBB mengenai Hak penjagaan dari aksi kekerasan dan 

diskriminasi serta hak sipil dan keleluasaan. Anak merupakan individu yang 

usianya belum mencapai 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam 

kandungan. Definisi ini didasarkan pada Konvensi Hak Anak (KHA) yang 

telah disahkan Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. 

KHA mendefinisikan anak sebagai seseorang berusia kurang dari 18 tahun, 

kecuali jika hukum setempat menetapkan usia kedewasaan yang lebih rendah.. 

Setiap negara memandang anak sebagai penerus masa depan bangsanya. 

Sebagai komponen generasi muda, anak memiliki peran krusial sebagai 

succesor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak dipandang sebagai 

pewaris cita-cita perjuangan bangsa. Pentingnya peran anak telah diakui 

secara global, mendorong terciptanya konvensi internasional yang 

menekankan status anak sebagai individu yang berhak atas perlindungan 

terhadap seluruh hak-hak yang melekat padanya. Sebagai negara berkembang, 

Indonesia berkembang di berbagai bidang. Salah satu aspek 

perkembangannya adalah perkembangan bidang hukum yang sangat 

dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Undang-Undang 

Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. 

Menjaga dan menegakkan supremasi hukum untuk mencapai tujuan Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia yaitu membangun masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan pancasila. ( Chazawi, 2003:34)1 

Hukum idibuat iuntuk iditaati, inamun ibanyak imasyarakat itidak 

imengerti ifungsi idari ihukum itersebut, ibahkan ibanyak imasyarakat iyang 

imelanggar ibahkan iberbuat ikejahatan. iDi iIndonesia ihukum iyang 

imengatur itentang ihukuman ibagi ipelaku ikejahatan idiatur idalam iKUHP 

i(Kitab iUndang-undang iHukum iPidana) ihukum ipidana iyaitu, iperaturan 

ihukum iyang imencakup ikeharusan idan ilarangan iserta ibagi ipelanggarnya 

iakan idikenakan isanksi ihukuman iterhadapnya (M. Marwan dan Jimmy P, 

2018:269).  

Dalam konteks hukum, istilah 'anak yang berhadapan dengan hukum' 

merujuk pada individu di bawah 18 tahun yang terlibat dalam proses hukum 

karena diduga melakukan pelanggaran pidana. UU No. 11/2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3), mendefinisikan mereka 

sebagai seseorang berusia 12-18 tahun yang: Pertama, dituduh, disangka, 

didakwa, atau dihukum atas tindak pidana. Kedua, menjadi korban atau saksi 

dalam suatu peristiwa pidana.2 

Terminologi 'anak nakal' sering digunakan untuk menggambarkan pelaku 

tindak pidana di bawah umur, yang mendapat perlakuan berbeda dari 

pelanggar hukum dewasa. Fenomena ini, yang dikenal sebagai 'Juvenile 

Delinquency', dipandang sebagai manifestasi penyakit sosial akibat kurangnya 

perhatian keluarga. Akibatnya, anak-anak ini mengembangkan perilaku 

menyimpang yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat. Tindakan 

kenakalan remaja mencakup perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh 

anak di bawah umur, karena tergolong tindakan kriminal yang melanggar 

 
 1 Efektivitas iPelaksanaan iPemidanaan iTerhadap iPelaku iTindak iPidana iAsusila idi ilembaga 

imasyarakat 
2 A. iHasyim iNawawie. i2019. iPerlindungan iHukum iTerhadap iAnak iPelaku iTindak iPidana 

iPencabulan. idalam ijurnal iahkam, iNomor i2, iNovember iTahun i2019,hlm i296. idi iakses idari 
ihttp://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2459 iPada iTanggal i23 iAgustus i2021 
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norma sosial. Hal ini terutama relevan dalam kasus pelanggaran kesusilaan 

yang melibatkan pelaku di bawah umur. 

Indonesia adalah negara hukum yang memprioritaskan hak asasi manusia 

warganya, di mana hak-hak ini saling terkait satu sama lain. Hukum dapat 

diartikan sebagai instrumen yang mengatur segala aspek perlindungan hak 

asasi manusia. Hingga kini, kualitas penegak hukum dan kebijakan 

penanggulangan kejahatan masih menjadi isu yang mendapat perhatian serius. 

Meski penegakan hukum pada prinsipnya merupakan tanggung jawab seluruh 

masyarakat, dalam pelaksanaannya lebih berfokus pada kinerja aparat 

penegak hukum. Proses ini dimulai dari tahap penyidikan, dilanjutkan dengan 

penangkapan dan penahanan, kemudian penuntutan, hingga akhirnya 

pemeriksaan di pengadilan. 

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beragam regulasi untuk 

menjamin hak-hak anak, meliputi UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan 

Anak, UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 3/1997 tentang Pengadilan 

Anak, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 11/2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, serta berbagai peraturan terkait lainnya. Meski 

demikian, implementasi hukum di lapangan seringkali menghadapi kendala 

kompleks (Harkristuti, 2002:4).3 

UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat 

ketentuan khusus mengenai diversi dan keadilan restoratif dalam penanganan 

kasus anak, memperkuat perlindungan hak-hak anak bermasalah dengan 

hukum. Konsekuensi bagi anak pelaku tindak pidana mencakup perawatan 

negara, rehabilitasi, pengembalian ke orang tua, atau hukuman pidana dengan 

syarat ketat. Pasal 64 ayat 2 huruf a dan d UU No. 23/2002 menekankan 

perlakuan manusiawi dan sanksi terbaik bagi anak berkonflik dengan hukum.4 

 
3 UNDANG-UNDANG iREPUBLIK iINDONESIA iNOMOR i4 iTAHUN i1979 iTENTANG 

iKESEJAHTERAAN iANAK 
4. Bambang Purnomo, dkk. Op.Cit., hlm. 48 
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Kasus pencabulan oleh anak di bawah umur marak terjadi di Samarinda. 

Data DP2PA Kota Samarinda per 17 Maret 2023 menunjukkan 21 kasus 

asusila terhadap anak, termasuk kekerasan seksual. Salah satu kasus 

melibatkan remaja berinisial AD (14) yang melaporkan temannya RA (14) 

atas pencabulan di Kecamatan Loa Janan Ilir. Kejadian bermula saat AD 

berkumpul dengan teman-temannya, lalu dibawa ke kost PA dalam keadaan 

mabuk. Di sana, RA dan kawan-kawan melakukan tindakan asusila terhadap 

AD secara bergiliran. 

Perbuatan RA dan teman-temannya melanggar Pasal 76E UU 

Perlindungan Anak yang melarang segala bentuk kekerasan, ancaman, 

paksaan, tipu muslihat, atau bujukan untuk melakukan perbuatan cabul 

terhadap anak. Mereka dikenakan Pasal 76E dan Pasal 82 ayat (1) UU No. 

35/2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, 

dengan ancaman pidana penjara 5-15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar. 

    Pada kasus tersebut dilakukan oleh 6 orang pelaku dalam dalam hal 

mencabuli anak dibawah umur akan tetapi dari 6 orang anak tersebut hanya 1 

saja yang di hukum sehingga menyangkut ketidakadilan. Berdasarkan uraian 

diatas, penulis tertarik untuk bahas pada skripsi ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Anak dalam Melakukan Tindak 

Pidana Kesusilaan pada kasus putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN 

Smr? 

2. Apakah Pemidanaan yang terdapat pada putusan Nomor 24/Pid.Sus-

Anak/2023/PN Smr dapat dikatakan adil? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 
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1. Untuk imengetahui ipenerapan isanksi ipidana imateriil iserta ibagaimana 

ipertimbangan iHakim idalam imemutus iperkara itindak ipidana 

ipemerkosaan idalam iputusan iNomor i24/Pid.Sus-Anak/2023/PN iSmr 

2. Untuk imengetahui iketentuan iHukum iyang imengatur itentang isanksi 

ipemerkosaan ibagi ipelaku ianak iTindak iPidana idibawan iumur 

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi menjadi dua kategori,            

yaitu:  

1. Manfaat Praktis  

Penelitian iini idiharapkan idapat imenyumbangkan isumber irujukan 

ibagi imahasiswa ifakultas ihukum, ipraktisi ibidang ihukum, ipenegak 

ihukum, iserta imasyarakat iumum, iterutama isebagai iupaya 

imemperdalam ipemahaman imengenai ipenegakan ihukum ipidana 

idalam ikasus ipencabulan iyang ipelakunya iadalah ianak idi ibawah 

iumur.  

2. Manfaat Teoritis  

Penulis imengharapkan iagar istudi iyang idilaksanakan iini imampu 

imemberikan iberbagai imanfaat iyang iberharga ibagi ipenulis iterkait 

ipengetahuan idan iwawasan idi imasa imendatang, ikhususnya iagar 

ikajian iini idapat iberguna ibagi ipihak-pihak iyang iterlibat idalam 

ikasus iyang iditeliti, idengan itujuan imemperluas ipemahaman itentang 

iproses ipenyelesaian iperkara, iterutama iyang iberkaitan idengan 

ipenegakan ihukum ipidana iterhadap ianak isebagai ipelaku itindak 

ipidana ipencabulan idi iYurisdiksi iSamarinda. 

1.4 Metode Penelitian 

Studi ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yakni 

kajian berbasis literatur yang menitikberatkan pada telaah dan analisis bahan-

bahan hukum primer serta sekunder (Marzuki, 2011: 3). Sumber informasi 

yang dimanfaatkan hanya berupa data sekunder, sehingga metode 
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pengumpulan data yang diterapkan adalah teknik studi dokumen. Analisis 

dilakukan menggunakan pendekatan silogisme. 

1. Jenis penelitian  

Metodologi yang diaplikasikan oleh penulis dalam penyusunan 

karya ilmiah ini ialah Penelitian Normatif, yaitu investigasi yang 

dilaksanakan melalui pengkajian dan penelaahan berbagai sumber, 

mencakup regulasi, konsep-konsep yuridis, serta opini para ahli hukum 

untuk memastikan kelengkapan penulisan. 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a) Pendekatan iPerundang-Undangan i(Statute iApproach) imerupakan 

imetode iyang idiimplementasikan iberdasarkan iperaturan iperundang-

undangan iyang irelevan, iyang imemiliki iketerkaitan idengan 

ipermasalahan iyang idikaji. i 

b) Pendekatan iKasus i(Case iApproach) idilakukan idengan imenganalisis 

iperkara-perkara iyang iberhubungan idengan iisu ihukum iyang 

idibahas, idi imana ikasus iyang iditeliti imerupakan iperkara iyang 

itelah imemperoleh iputusan ipengadilan iyang iberkekuatan ihukum 

itetap. 

3. Sumber dan Jenis Data 

a) Bahan Hukum Primer  

Bahan-bahan yang hukum yang mempunyai sifat mengikat yang 

terkait beberapa perturan perundang-undangan yang penulis 

butuhkan dalam penelitian ini antara lain: 

terdapat beberapa peraturan dan putusan yang relevan terkait 

perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Salah satu 

putusan penting adalah Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN 

Smr, yang membahas kasus khusus terkait anak. Selain itu, ada dua 

undang-undang utama yang mengatur masalah ini. Pertama, Undang-
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Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-

undang ini tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 297 dan Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5606. Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak, yang 

terdokumentasi dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332. Kedua undang-undang ini 

bersama-sama membentuk kerangka hukum yang komprehensif 

untuk melindungi hak-hak anak dan mengatur proses peradilan yang 

melibatkan anak-anak di Indonesia. iUndang-Undang iNomor i48 

iTahun i2009. 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Merupakan suatu sumber hukum yang menyajikan elaborasi 

berdasarkan pandangan para pakar, serta berbagai konsep teoretis 

yang relevan dengan topik penelitian yang akan dibahas oleh penulis 

dalam karya ilmiah ini. 

c) Bahan Hukum Tersier  

Merujuk pada materi hukum yang mendukung penulis dalam 

menyediakan informasi sebagai bahan pelengkap yang mengarahkan 

pada sumber hukum primer dan sekunder, mencakup literatur 

perpustakaan, leksikon, sumber daring, artikel ilmiah, dan referensi 

lainnya yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

      Teknik pengumpulan informasi yang diterapkan dalam kajian ini 

meliputi beberapa pendekatan, di antaranya sebagai berikut: Analisis 

arsip, yakni dengan mengkaji berkas-berkas yang berkaitan dengan 

permasalahan penyusunan yang sedang diteliti, khususnya dokumen-

dokumen putusan pengadilan. 
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1.5  Sistematika Skripsi 

Untuk imemudahkan ipenyusunan imenyelesaikan iSkripsi iini isecara 

isistematis, imaka iperlu idisusun isistematika ipembuatan iSkripsi 

isedemikian irupa. iAdapun isistematika iyang iakan idiuraikan idalam 

iSkripsi iini iadalah isebagai iberikut: 

Bab ipertama, iberisikan iPendahuluan iberisi ilatar ibelakang idari 

ipembahasan i iyang iditeliti. iPokok imasalah idimmaksudkan iuntuk 

imempertegas i itentang imasalah-masalah i iyang iakan iditeliti iagar ilebih 

ispesifik. iKemudian itujuan idan ikegunaan, iserta itelah ipustaka. iKerangka 

iteoritik iuntuk imemberikan i igambaran itentang ikerangka iberfikir 

ipenyusun i idalam imenyelesaikan imasalah. iSelanjutnya imetode 

ipenelitian idan iterkahir itentang iuntuk imenerangkan ihasil-hasil 

ipenelitian. 

Bab ikedua, iberisi itinjaun ipustaka iumum itentang ipelecehan 

iseksual ianak idibawah iumur ididalamnya imencangkup idefinisi, ijenis-

jenis, idan ifaktor ipenyebab itimbulnya ikejadian itersebut, idisamping 

imembahas itentang ikedudukan ihukuman ianak idibawah iumur. 

Bab itiga, iberisi itinjauan ihukum ipidana iterhadap ipelaku ipelecehan 

iseksual iterhadap ianak iserta imengupas imasalah ipelecehan iseksual idi 

itinjau iberdasarkan iKHUP idan iUndang-undang iNo. i23 iTahun i2002 

itentang iperlindungan ianak iuntuk imengetahui ipenerapan isanksi ipidana 

idan ijuga iupaya iyang idapat idilakukan iuntuk imecegah ipelecehan 

iseksual iterhadap ianak iyang iberkaitan idengan itindak ipidana iserta 

imencangkup iatas iputusan ihakim itentang ipenjatuhan ihukum ipidana 

ipada iabak idibawah iumur. iPerlu idiketahui, ianak iyang imelakukan 

itindak ipidana idisebut idengan ianak iberkonflik idengan ihukum iadalah 

ianak iyang ibelum iberumur i18 itahun iyang ididuga imelakukan itindak 

ipidana. 
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Bab iEmpat, iKesimpulan idan iSaran, ikesimpulan imerupakan 

ikristalisasi idari ihasi-hasil ipenelitian idan ipembahasan, ioleh ikarena iitu 

iurutan-urutan ikesimpulan ihendaknya idiorientasikan idan idifokuskan 

ipada iurutan-urutan ipermasalahan iatau ipembahasan idan imemberikan 

isebuah isaran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu (State of Art) 

State iof ithe iArt imerupakan ihal iyang icukup ipenting ibagi ipenelitian, 

ibermanfaat iuntuk imengetahui ibagaimana iberkembangnya iilmu ipada 

ibidang idan imasalah igeneral iyang isedang iditeliti isampai ipeneliti idapat 

imenemukan imasalah ipenelitian iyang idapat imemberikan ikotribusi. 

iMengetahui istate iof ithe iart idapat imelalui istudi iliteratur idari ipenelitian 

iterdahulu iyang itidak ibisa idianggap isepele.5 

Terdapat ipenelitian iterdahulu iyang idigunakan iuntuk imembandingkan 

ihasil ipenelitian. iPerbandingan iitu idilihat idari isegi ipersamaan ipenelitian 

iatau iperbedaan iyang iada ipada ipenelitian itersebut. iPenelitian iterdahulu 

ijuga iditujukan iuntuk imembantu imenemukan iinspirasi ibaru ibagi ipenelitian 

iselanjutnya. iDisamping iitu, imembandingkan idengan ipenelitian iterdahulu 

idapat imenunjukan iorisinalitas idari ipenelitian. iPenelitian iterdaulu iyang 

idapat imenjadi iacuan ipenelitian iini idikemas idalam ibentuk itabel idan 

ideskripsi iagar imempermudah iperbandingan iantar isatu ipenelitian idengan 

ipenelitian ilainnya. 

Seusai melakukan eksplorasi terhadap sumber-sumber yang relevan 

dengan fokus studi ini, penulis menemukan beberapa hasil riset dan publikasi 

yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya: 

Pertama, karya Sheila Masyita M. berjudul 'Tinjauan Yuridis Terhadap 

Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak' (2016). Karya ini 

mengkaji tindak asusila terhadap anak serta implementasi hukum materil dalam 

putusan pengadilan. Perbedaannya dengan studi penulis terletak pada fokus; 

karya tersebut membahas pencabulan anak, sementara penulis menganalisis 

 
5 Zohrahayaty. 2019. Karakteristik Penelitian Ilmu Komputer. Cetakan Pertama, Sleman: 
DEEPUBLISH. 
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keputusan hakim terkait kejahatan seksual yang melibatkan korban dan pelaku 

di bawah umur.6 

Kedua, tulisan Arzag, Akhmad Najmi berjudul 'Tinjauan Yuridis Putusan 

Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak 

(Putusan Perkara Nomor 56/Pid.Sus/2023/ PN Smg)'. Karya ini meneliti 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kekerasan 

seksual pedofilia serta kesesuaiannya dengan KUHP dan UU Perlindungan 

Anak. Perbedaannya, karya tersebut berfokus pada tindak pidana kekerasan 

seksual pedofilia, sedangkan penulis mengkaji putusan hakim terkait kejahatan 

seksual yang melibatkan korban dan pelaku di bawah umur.7 

Ketiga, karya Alfi Adzkia Elang, 'Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana 

Persetubuhan Secara Paksa Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus: Putusan 

Nomor: 18/Pid-Sus-Anak/PN.Nab 2021)'. Karya ini membahas kesesuaian 

tujuan pemidanaan dengan sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa anak pelaku 

tindak pidana persetubuhan secara paksa.8 

Keempat, beberapa refrensi yang penulis ambil dalam buku salah satunya 

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Teori Praktek Perlindungan Anak 

dalam Hukum Pidana.9 

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan, penulis belum 

menemukan kajian spesifik mengenai Tinjauan Hukum terhadap Hukuman 

Pidana bagi Pelaku Anak dalam Tindak Kriminal (Telaah atas Putusan Nomor 

24/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Samarinda).10 

 
6 iSheila iMasyita iM. idalam iskripsinya iyang iberjudul iTinjauan iYuridis iTerhadap iTindak 

iPidana iPencabulan iSecara iBerlanjut iTerhadap iAnak, ipada itahun i2016 
7 iAkmal iNajmi, idalam iskripsinya iTinjauan iYuridis iPutusan iMajelis iHakim iTerhadap iPelaku 

iTindak iPidana iKekerasan iSeksual iPada iAnak i(Putusan iPerkara iNomor i56/Pid.Sus/2023/ iPN 
iSmg) 

8 iAlfi iAdzkia iElang, iAnalisis iYuridis iTentang iTindak iPidana iPersetubuhan iSecara iPaksa 
iYang iDilakukan iOleh iAnak i(Studi iKasus: iPutusan iNomor: i18/Pid-Sus-Anak/PN.Nab i2021) 

9 iHarrys iPratama iTeguh, iTeori idan ipraktek iperlindungan ianak idalam ihukum ipidana, 
iYogyakarta iAndi i2018 

10 Putusan iNomor i24/Pid.Sus-Anak/2023/PN. iSamarinda 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

 

NO 

 

Penulis ii 

 

 

Judul ii& iiTahun 

 

Rumusan iiMasalah 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Sheila iiMasyita iiM 

Analisis iiPutusan 

iiHakim iiTerhadap 

iiAnak iiPelaku 

iiTindak iiPidana 

iiKejahatan iiSeksual 

ii(Studi iiPutusan 

iiPengadilan iiNegeri 

iiMakassar iiNomor: 

ii146/Pid.Sus-

Anak/2015/PN.Mks) 

ii2016 

Karya iiini iimengkaji 

iikasus iiasusila 

iiterhadap iianak, 

iiserta iipenerapan 

iihukum iisubstantif 

iidalam iikeputusan 

iipengadilan.11 

 

 

2 

 

 

Akhmad iiNajmi 

iiArzaq 

Tinjauan iiYuridis 

iiPutusan iiMajelis 

iiHakim iiTerhadap 

iiPelaku iiTindak 

iiPidana iiKekerasan 

iiSeksual iiPada iiAnak 

ii(Putusan iiPerkara 

iiNomor 

ii56/Pid.Sus/2023/ 

iiPN iiSmg) iitahun 

ii2023 

Penelitian iiini 

iimenyelidiki 

iipertimbangan 

iiyuridis iihakim 

iidalam iimenetapkan 

iisanksi iibagi iipelaku 

iikekerasan iiseksual 

iiterhadap iianak, 

iiserta 

iimengidentifikasi 

iikendala iidan iisolusi 

iiyang iidihadapi 

 
11 Ibid hlm 12 
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iihakim iidalam 

iimemutuskan 

iiperkara iitersebut.12 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Alfi iiAdzkia iiElang 

 

 

Analisis iiYuridis 

iiTentang iiTindak 

iiPidana 

iiPersetubuhan iiSecara 

iiPaksa iiYang 

iiDilakukan iiOleh 

iiAnak ii(Studi iiKasus: 

iiPutusan iiNomor: 

ii18/Pid-Sus-

Anak/PN.Nab ii2021) 

iitahun ii2021 

Studi iiini 

iimenganalisis 

iiapakah iihukuman 

iiyang iidijatuhkan 

iipada iiterdakwa 

iianak iipelaku 

iipemerkosaan iidalam 

iiputusan iinomor: 

ii18/Pid-Sus-

Anak/2021/PN.Nab 

iiselaras iidengan 

iitujuan iipemidanaan 

iianak. iiJuga, 

iiditinjau iidari iiUU 

iiNo. ii11 iiTahun 

ii2012 iitentang 

iiSistem iiPeradilan 

iiPidana iiAnak, 

iiapakah iivonis 

iitersebut iitelah 

iimemenuhi iirasa 

iikeadilan iibagi 

iikorban?13 

 

 

 

 

 

Harrys iiPratama 

 

Teori iidan iipraktek 

iiperlindungan iianak 

Tindakan iikriminal 

iiyang iiberujung 

iipada iisanksi iipidana 

 
12 Ibid hlm 13 
13 Ibid hlm 14 
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4 iiTeguh iidalam iihukum 

iipidana, ii2018 

iidapat iidilakukan 

iioleh iisiapa iisaja, 

iitermasuk iianak iidi 

iibawah iiumur. iiHal 

iiini iidipertegas 

iidalam iipasal ii69 

iiayat ii1 iiyang 

iimenyatakan iibahwa 

iianak iihanya iidapat 

iidijatuhi iihukuman 

iiatau iitindakan 

iiberdasarkan 

iiketentuan iidalam 

iiUndang-Undang 

iiSistem iiPeradilan 

iiPidana iiAnak 

ii(SPPA).14 

  

NO 

 

Penulis  

 

 

Judul & Tahun 

 

Rumusan Masalah 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Sheila Masyita M 

Analisis Putusan 

Hakim Terhadap Anak 

Pelaku Tindak Pidana 

Kejahatan Seksual 

(Studi Putusan 

Pengadilan Negeri 

Makassar Nomor: 

146/Pid.Sus-

Karya ini mengkaji 

kasus asusila terhadap 

anak, serta penerapan 

hukum substantif 

dalam keputusan 

pengadilan.15 

 
14 Ibid hlm 14 
15 Ibid hlm 12 
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Anak/2015/PN.Mks) 

2016 

 

 

2 

 

 

Akhmad Najmi Arzaq 

Tinjauan Yuridis 

Putusan Majelis Hakim 

Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual 

Pada Anak (Putusan 

Perkara Nomor 

56/Pid.Sus/2023/ PN 

Smg) tahun 2023 

Penelitian ini 

menyelidiki 

pertimbangan yuridis 

hakim dalam 

menetapkan sanksi 

bagi pelaku kekerasan 

seksual terhadap anak, 

serta mengidentifikasi 

kendala dan solusi 

yang dihadapi hakim 

dalam memutuskan 

perkara tersebut.16 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Alfi Adzkia Elang 

 

 

Analisis Yuridis 

Tentang Tindak Pidana 

Persetubuhan Secara 

Paksa Yang Dilakukan 

Oleh Anak (Studi 

Kasus: Putusan Nomor: 

18/Pid-Sus-

Anak/PN.Nab 2021) 

tahun 2021 

Studi ini menganalisis 

apakah hukuman yang 

dijatuhkan pada 

terdakwa anak pelaku 

pemerkosaan dalam 

putusan nomor: 

18/Pid-Sus-

Anak/2021/PN.Nab 

selaras dengan tujuan 

pemidanaan anak. 

Juga, ditinjau dari UU 

No. 11 Tahun 2012 

tentang Sistem 

Peradilan Pidana 

Anak, apakah vonis 

 
16 Ibid hlm 13 



 
  

16 
 

tersebut telah 

memenuhi rasa 

keadilan bagi 

korban?17 

 

 

 

4 

 

 

Harrys Pratama 

Teguh 

 

Teori dan praktek 

perlindungan anak 

dalam hukum pidana, 

2018 

Tindakan kriminal 

yang berujung pada 

sanksi pidana dapat 

dilakukan oleh siapa 

saja, termasuk anak di 

bawah umur. Hal ini 

dipertegas dalam pasal 

69 ayat 1 yang 

menyatakan bahwa 

anak hanya dapat 

dijatuhi hukuman atau 

tindakan berdasarkan 

ketentuan dalam 

Undang-Undang 

Sistem Peradilan 

Pidana Anak 

(SPPA).18 

 

 

2.2 Kerangka Teori  

Kerangka teori dapat diartikan sebagai landasan berfikir suatu peneltian 

yang didasarkan pada teori-teori pendukung penelitian dalam memecahkan 

masalah yang dikaji dalam topik penelitian. Kerangka teori penelitian ini berisi 

 
17 Ibid hlm 14 
18 Ibid hlm 14 
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tinjauan pustaka yang berupa penelitian terdahulu yang sesuai dengan peneltian 

ini. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori hukum antara lain 

Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Kepastian Hukum sebagai berikut: 

2.2.1 Teori Pemidanaan 

Karya E. Utrecht menguraikan konsep penghukuman yang 

umumnya dikategorikan dalam tiga kelompok utama: doktrin absolut atau 

retribusi (vergeldings theorien), doktrin relatif atau purposif (doel 

theorien), dan doktrin kombinasi (verenigings theorien). Penjatuhan 

sanksi bertujuan mendukung fungsi hukum pidana secara keseluruhan 

yang ingin dicapai, dengan sasaran akhir mewujudkan kesejahteraan dan 

penjagaan masyarakat (social defence dan social welfare). Orientasinya 

adalah melindungi komunitas demi tercapainya kemakmuran sosial yang 

menyeluruh.19 

Terhadap pemidanaan atau penjatuhan pidana, diperkirakan setelah 

bermulanya abad-19 muncullah teori-teori pembaharuan sebagai dasar 

pemidanaan, diantaranya yaitu : 

a. Teori Pembalasan atau teori Absolut (vergeldings theorien) 

Menurut Teori ini menyatakan bahwa hukuman dijatuhkan sebagai 

konsekuensi langsung dari tindak kejahatan. Hukuman dianggap sebagai 

suatu keharusan yang tak terelakkan, berfungsi sebagai pembalasan 

terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, pembenaran utama teori ini 

terletak pada fakta terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori Pembalasan atau 

Teori Absolut ini didukung oleh beberapa filsuf seperti Immanuel Kant, 

Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak. Tujuan utama pemidanaan dalam 

teori ini adalah untuk memberikan balasan setimpal kepada pelaku 

kejahatan. Oleh karena itu, setiap tindak kejahatan harus diikuti dengan 

 
19 Noveria iDevi iIrmawanti idan iBarda iNawawi iArief, iUrgensi iTujuan idan iPedoman 

iPemidanaan idalam iRangka iPembaharuan iSistem iPemidanaan iHukum iPidana, iJurnal 
iPembangunan iHukum iIndonesia, iVol. i3 iNo. i2, iTahun i2021, ihlm. i6 
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penjatuhan hukuman kepada pelakunya. Teori ini dinamakan teori absolut 

karena hukuman dipandang sebagai suatu tuntutan yang mutlak, bukan 

sekadar opsi yang dapat dipilih, melainkan suatu keharusan yang wajib 

dilaksanakan. 

Konsep ini menyatakan bahwa hukuman dalam sistem peradilan 

pidana diberikan semata-mata karena seseorang telah melakukan 

perbuatan kriminal, yang merupakan akibat tak terelakkan sebagai bentuk 

ganjaran terhadap pelaku tindak kriminal tersebut. Dengan demikian, 

penerapan sanksi dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan keadilan yang 

berlaku dalam masyarakat.20 

b. Teori Tujuan atau Teori Relatif (doel theorien) 

Teori itujuan iatau iteori irelatif iadalah iteori iyang iberdasarkan 

ipada ipendirian idan iazas ibahwa itertib ihukum iperlu idiperhatikan, 

isehingga itujuan ipidana iadalah isebagai iprevensi idari iterjadinya 

ikejahatan. iTeori irelatif iatau iteori itujuan ilahir isebagai ireaksi 

iterhadap iteori iabsolut.21 

Pencegahan isecara iumum iini iialah ibersifat imurni, iyang iversi 

itertuanya idipraktekkan ihingga iRevolusi iPerancis, iyaitu ibahwa 

iseluruh ipemidanaan iharus iditujukan iuntuk imenakuti-nakuti isemua 

iorang isupaya ijangan iberbuat ikejahatan, idengan iberupa ipelaksanaan 

ipidana iyang idipertontonkan. iHal iini iterlihat ipada isifat-sifat ibiadab 

imengenai icara imelakukan ipemidanaan, imisal idengan idicambuk 

iatau idisiksa idi imuka iumum, idilakukan idi iJerman ipada iawal imula 

iabad ike-19. iPencegahan isecara ikhusus iyang idianut iVan iHamel 

i(Belanda) idan iVon iList i(Jerman) imengutarakan ibahwa iuntuk 

imencegah iniat iburuk idari isi ipelaku i(dader) iyang imana ibertujuan 

 
20 Dikutip idari ilaman ihttps://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-

tujuanpemidanaan i(diakses ipada i19 iSeptember i2023. iPukul i06.54) 
21 Husaini iUsman, iOp.cit., ihlm. i70. 



 
  

19 
 

imelakukan ipengulangan iperbuatannya iatau imencegah ibakal 

ipelanggar imelaksanakan iperbuatan ijahat iyang idirencanakannya.22 

2.2.2 Teori Kepastian Hukum 

Konsep kepastian hukum bersumber dari doktrin Yuridis Dogmatis, 

yang berakar pada aliran positivisme dalam bidang hukum. Aliran ini 

memandang hukum sebagai entitas yang berdiri sendiri dan independen. 

Para pendukung pemikiran ini menganggap hukum tidak lebih dari sekadar 

kompilasi peraturan.23 

Pengikut aliran ini berpendapat bahwa hukum memiliki satu tujuan 

utama: memastikan adanya kepastian hukum. Kepastian ini dicapai 

melalui implementasi aturan-aturan hukum yang bersifat universal. 

Universalitas dalam regulasi hukum ini menunjukkan bahwa fokus utama 

hukum bukanlah pada aspek keadilan atau kegunaan, melainkan secara 

eksklusif pada penciptaan kepastian dalam sistem hukum.24 

Kepastian hukum dari segi normatif terwujud ketika suatu peraturan 

ditetapkan dan diumumkan dengan jelas, pasti, dan logis. Kejelasan ini 

berarti peraturan tersebut tidak menimbulkan ambiguitas atau berbagai 

interpretasi. Aspek logis mengacu pada koherensi peraturan tersebut 

dengan norma-norma lain, sehingga tidak terjadi konflik atau pertentangan 

antar norma. 

Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang tegas, 

konsisten, dan tidak berubah-ubah. Implementasinya tidak boleh 

dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Kepastian hukum dapat dicapai 

jika hukum tersebut berlandaskan undang-undang yang tidak memiliki 

 
22  Nashriana, i2021, iHukum iPenitensier iIndonesia, iPalembang: iPenerbit iNoer iFikri, ihlm. 

i12- i14. 
23 Achmad iAli, iMenguak iTabir iHukum iSuatu iKajian iFilosofis idan iSosiologis, i(Jakarta, 

iGunung iAgung, i2002), ih. i82-83 
24 Peter iMahmud iMarzuki, iPengantar iIlmu iHukum, i(Jakarta, iKencana, i2008), ih. i158 
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ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang ini harus dibuat 

berdasarkan realitas hukum dan tidak mengandung istilah-istilah yang 

dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda. 

Lebih lanjut, kepastian hukum memiliki aspek konkret dalam situasi 

perselisihan, di mana pihak-pihak yang terlibat dapat menentukan posisi 

mereka dengan jelas. Fungsi hukum adalah menjamin kepastian dalam 

interaksi sosial masyarakat.25 

Kanter dan Sianturi berpendapat bahwa individu yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas tindakannya memiliki kriteria berikut: 26 

a) Kondisi mental yang stabil, tanpa gangguan psikologis atau cacat 

seperti idiotisme atau kegagapan, tidak terpengaruh oleh keterkejutan, 

amarah tak terkendali, alam bawah sadar, atau mengigau. Singkatnya, 

orang tersebut berada dalam keadaan sadar sepenuhnya.  

b) Kapasitas mental yang memadai, meliputi kemampuan memahami 

esensi tindakannya, menentukan keinginan atau kehendaknya sendiri 

atas perbuatan yang dilakukan, mengenali ketidakpatutan suatu 

tindakan, dan pada intinya, mampu membedakan antara perbuatan 

yang baik dan buruk. 

2.3 Konsep Pemidanaan 

Penghukuman merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana. 

Hal ini disebabkan penghukuman menjadi puncak dari proses 

pertanggungjawaban individu yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. 

Sebagaimana dinyatakan, "Tanpa penghukuman, hukum pidana hanyalah 

sistem deklaratif yang menyatakan seseorang bersalah tanpa konsekuensi 

formal yang mengikuti kesalahan tersebut". Artinya, absennya penghukuman 

akan menjadikan hukum pidana sekadar pernyataan kesalahan tanpa dampak 

 
25 Riduan iSyahrani, iRangkuman iIntisari iIlmu iHukum, i(Bandung, iCitra iAditya iBakti, 

i1999), ih.385 
26 Kenter, Sianturi, op.cit, hlm 250-251  
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nyata. Dengan demikian, konsep kesalahan memiliki dampak besar terhadap 

penjatuhan hukuman dan implementasinya. Bila kesalahan dimaknai sebagai 

"dapat dicela", maka penghukuman dapat dipandang sebagai wujud dari 

celaan tersebut.27 

 Pemidanaan memiliki dua aspek dalam konteks hukum pidana: pertama, 

sebagai fase penentuan sanksi, dan kedua, sebagai fase pelaksanaan sanksi. 

Istilah "pidana" umumnya dipahami sebagai sinonim untuk hukum, 

sementara "pemidanaan" dapat diinterpretasikan sebagai proses menjatuhkan 

hukuman. 

2.3.1 Rasio Decidensi 

Ratio idecidendi iatau ipertimbangan ihakim imerupakan ilandasan 

ipemikiran iyang idigunakan ihakim isebagai idasar ihukum isebelum 

imenjatuhkan iputusan idalam isuatu iperkara. iKonsep ipertimbangan ihakim 

iini imuncul isebagai ihasil idari ievolusi idalam isistem ihukum ianglo isaxon, 

ikhususnya idalam itradisi icommon ilaw. iDalam isistem iini, iputusan ihakim 

ipada isuatu iperiode idapat imenjadi iacuan iyang imengikat iuntuk ikasus-

kasus iserupa idi imasa imendatang. iPertimbangan ihakim idalam imelihat 

isuatu imasalah iharus imelihat ikondisi isosial iyang iada isehingga idapat 

idiikuti ioleh ihakim iberikutnya idalam ikasus iserupa. 

Ratio idecidendi imerupakan iabstraksi ihikmah idi ibalik ikasus iyang 

idiputus idi imasa ilampau ilalu iditerapkan ipada imasa iselanjutnya. iMenurut 

iJ.W iHarris, ibahwa ikesimpulan iyang ibersifat iefektif idan iuniversal idari 

iberbagai imasalah iyang itidak itertera iaturan-aturan ikhusus imaka ihakim 

imengambil isuatu itindakan itransfomatif idengan imempertimbangkan 

isesuai idengan ikebutuhan idan irealitas. iFungsi iratio idecidendi idalam 

idunia iperadilan isangat ipenting isebagai isarana idalam imenyatakan 

ipemikiran iterkait iproblematika ikonflik ihukum iyang iterjadi idi 

imasyarakat. 

 
27 Chairul iHuda, i2006. iTinjauan iKritis iTerhadap iTeori iPemisahan iTindak iPidana idan 

iPertanggungjawaban iPidana. iKencana iPrenada iMedia, iJakarta. ihlm. i125 
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Ratio idecidendi imerupakan ikomponen ipenting idalam 

imengungkapkan imakna isuatu iputusan ihukum. iSuatu iputusan, iterdapat 

iberbagai ipertimbangan ifakta idan ihukum iyang idihadapi isaat idi 

ipengadilan. iRatio idecidendi imerupakan ibagian iyang ipaling irelevan idan 

isignifikan idalam ikonteks ihukum isaat iini, ikarena iratio idecidendi imemuat 

ipenafsiran ihukum isecara ikhusus iyang imenjadi idasar iatau ilandasan ibagi 

iputusan itersebut imenjadi ipanduan ibagi ipara ihakim idalam imengambil 

ikeputusan iyang iserupa idalam iperkara iyang isejenis.28  

Ratio decidendi berperan penting sebagai landasan pemikiran dalam suatu 

kasus hukum. Ia menjadi dasar fundamental bagi pengambilan keputusan, yang 

nantinya dapat dijadikan acuan oleh institusi peradilan lainnya di masa depan. 

Dengan demikian, ratio decidendi memainkan peran krusial dalam membentuk 

penafsiran hukum dan menjamin kepastian hukum. Ratio decidendi 

menyediakan arahan yang jelas dan akurat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, sekaligus berkontribusi pada perkembangan dan konsistensi 

sistem hukum secara keseluruhan. 

Hakim isebelum imenjatuhkan iputusan iharus ibersikap iterbuka idan 

itransparan iyakni idengan imelakukan ipertimbangan inalar iilmiah ididasari 

ipada ifakta iperkara iyang iterjadi isehingga ihakim iperlu imenelaah idengan 

imembandingkan ifakta iyang iterjadi ipada iperkara iterdahulu idan iperkara 

isaat ikini. iIkrar iputusan ihakim itidak iboleh imengutamakan ikepentingan 

iprivat idari ipada ikepentingan ipublik isebab ijika ihal iini iterjadi imaka 

iterdapat iketimpangan idalam ihukum idikarenakan ihakim itidak ijujur idan 

itidak imengoptimalkan iaturan iserta ietika. 

2.3.2 Penjatuhan Pidana 

Plato dan Aristoteles menyatakan bahwa tujuan pidana bukan sekadar 

hukuman atas perbuatan jahat yang telah dilakukan, melainkan sebagai upaya 

 
28 Andika iWahyudi iGani, iPenegakan iHukum, iand iTindak iPidana, i“ANALISIS iYURIDIS 

iRATIO iDECIDENDI iPUTUSAN iTERHADAP iTERKAIT iPERIZINAN i(Studi iPutusan iNomor i222 i/ 
iPid i. iB i/ i2018 i/ iPN iMks) 
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pencegahan agar kejahatan tidak terjadi di masa depan. Pandangan ini 

menekankan sifat preventif dari hukum pidana, yang bertujuan untuk 

menghalangi terjadinya tindak kejahatan atau pelanggaran. Sejalan dengan 

pemikiran tersebut, Herbert L. Packer juga mengemukakan bahwa tingkat 

ketidaknyamanan atau kekejaman bukanlah faktor utama yang membedakan 

antara "punishment" (hukuman) dan "treatment" (perlakuan) dalam konteks 

hukum pidana. 

Distinsi antara 'sanksi' (hukuman/pidana) dan 'intervensi' (tindakan 

perlakuan) dapat dikenali melalui sasaran masing-masing serta sejauh mana aksi 

pelanggar memengaruhi penetapan sanksi atau intervensi. Menurut H.L. Packer, 

'intervensi' bertujuan utama memberi keuntungan atau merehabilitasi individu 

terkait. Fokus 'intervensi' bukan pada perbuatan lampau atau mendatang, 

melainkan pada upaya memberi dukungan kepada individu tersebut. 

Pembenaran 'intervensi' didasarkan pada anggapan bahwa orang bersangkutan 

berpotensi memperbaiki diri. Dengan demikian, tujuan primer 'intervensi' adalah 

meningkatkan taraf hidup subjek tindakan tersebut.29 

Implementasi ihukuman ipidana itidak ihanya idikenakan ipada iorang 

idewasa ipelaku ikejahatan iasusila, itetapi ijuga idiberlakukan iterhadap ianak-

anak iyang imelakukan itindak ipidana iserupa. iPengertian ianak itercantum 

idalam iUndang-Undang iRepublik iIndonesia iNomor i35 iTahun i2014 

imengenai iPerlindungan iAnak i(disingkat iUUPA). iBerdasarkan iPasal i1 

iangka i1 iUUPA, ianak idiartikan isebagai iseseorang iyang ibelum igenap 

iberusia i18 i(delapan ibelas) itahun, itermasuk imereka iyang imasih iberada 

idalam ikandungan.30 

R. Soesilo menerangkan bahwa tindakan cabul mencakup semua perilaku 

yang bertentangan dengan norma kesusilaan atau kesopanan, serta perbuatan 

 
29 Muladi idan iBarda iNawawi iArief, iBunga iRampai iHukum iPidana, iAlumni, iBandung, 

i2007, ihlm.5. 
30 Pasal i1 iangka i1 iUndang-Undang iRepublik iIndonesia iNomor i35 iTahun i2014 

itentang iPerlindun igan iAnak 
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tidak senonoh yang berkaitan dengan hasrat seksual. "Perbuatan cabul" meliputi 

berbagai tindakan seperti berciuman, menyentuh area intim, meraba payudara, 

hingga hubungan badan. Semua tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran 

terhadap nilai-nilai moral dan etika dalam konteks perilaku seksual.31 

UUPA diimplementasikan untuk menjatuhkan hukuman pidana pada anak 

pelaku kejahatan asusila. Penerapan UUPA dalam konteks ini bertujuan 

menjamin hak-hak anak tetap terlindungi selama mereka menjalani proses 

peradilan. Definisi anak yang berhadapan dengan hukum mengacu pada individu 

berusia antara 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun yang disangka 

terlibat dalam suatu tindak kriminal.32 

Dalam kasus anak yang melakukan tindak asusila dengan didahului bujuk 

rayu terhadap korbannya, maka tindakan tersebut melanggar Pasal 76E UUPA, 

yang berbunyi: 

" Setiap iindividu idilarang imelakukan itindak ikekerasan iatau 

iancaman ikekerasan, ipemaksaan, ipenipuan, iserangkaian 

ikebohongan iatau imembujuk ianak iuntuk imelakukan iatau 

imembiarkan idilakukan iperbuatan itidak isenonoh." 

Hukuman bagi yang melanggar Pasal 76E UUPA, diatur dalam pasal 82 

UUPA adalah: 

(1) Setiap iiorang iiyang iimelanggar iiketentuan iisebagaimana 

iidimaksud iidalam iiPasal ii76E iidipidana iidengan iipidana 

iipenjara iipaling iisingkat ii5 ii(lima) iitahun iidan iipaling iilama 

ii15 ii(lima iibelas) iitahun iidengan iidenda iipaling iibanyak iiRp. 

ii5.000.000.000 ii(lima iimilyar iirupiah). 

(2) Dalam iihal iitindak iipidana iisebagaimana iidimaksud iipada iiayat 

ii(1) iidilakukan iioleh iiOrang iiTua,Wali,Pengasuh iiAnak, 

 
31 R. iSoesilo, iKitab iUndang-Undang iHukum iPidana i(KUHP) iSerta iKomentar-

komentarnya iLengkap iPasal idemi iPasal, i(Bogor: iPoliteia, i1996), ihal. i212. 
32 Pasal i1 iangka i3 iUndang-Undang iRepublik iIndonesia iNomor i11 iTahun i2012 

itentang iSistem iPeradilan iPidana iAnak 
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iipendidik iiatau iitenaga iikependidikan, iimaka iipidananya 

iiditambah ii1/3 ii(sepertiga) iidari iiancaman iipidana iisebagaimana 

iidimaksud iipada iiayat ii(1). 

Sanksi pidana dapat dibebankan pada anak pelaku kejahatan asusila yang 

sudah mencapai usia 14 (empat belas) tahun ke atas. Bagi anak berusia lebih dari 

12 (dua belas) tahun namun belum mencapai 14 (empat belas) tahun, vonis 

maksimum yang bisa dijatuhkan adalah setengah dari hukuman kurungan untuk 

orang dewasa. Akan tetapi, jika pelanggaran yang dilakukan anak tersebut 

diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka sanksi yang dapat 

diberikan adalah kurungan maksimal 10 (sepuluh) tahun. 

Saat menetapkan sanksi pidana bagi anak-anak yang berhadapan dengan 

hukum, termasuk mereka yang terlibat dalam tindak asusila, hakim 

berkewajiban mempertimbangkan kebutuhan anak tersebut, terutama hak-

haknya sebagai seorang anak. UUD 1945, yang merupakan dasar hukum 

tertinggi di Indonesia, secara eksplisit menyatakan bahwa "setiap anak berhak 

atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Prinsip ini harus menjadi acuan 

dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak yang berkonflik dengan 

hukum. 

Menurut Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat 

dikategorikan dalam 4 (empat) kelompok, meliputi:33 

a. Hak iuntuk ibertahan ihidup i(The iRight iTo iSurvival), iyakni ihak-hak 

iuntuk imempertahankan idan imelestarikan ikehidupan i(The iRight iof 

iLive) iserta ihak iuntuk imendapatkan istandar ikesehatan iterbaik idan 

iperawatan iseoptimal imungkin. i 

b. Hak iatas iperlindungan i(Protections iRights) iyaitu ihak-hak idalam 

ikonvensi ihak ianak iyang imencakup iperlindungan idari idiskriminasi, 

 
33 Mohammad iJoni idan iZulchaina iZ. iTanamas, iAspek iHukum iPerlindungan iAnak 

idalam iPerspektif iKonvensi iHak iAnak, i(Bandung: iCitra iAditya iBakti, i1999), ihal. i35. 
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ikekerasan idan ipenelantaran ibagi ianak itanpa ikeluarga iserta ianak-anak 

ipengungsi. i 

c. Hak iuntuk iberkembang i(Development iRights) iyaitu ihak-hak ianak 

idalam iKonvensi iHak-Hak iAnak iyang imeliputi iberbagai ibentuk 

ipendidikan i(formal idan inonformal) idan ihak iuntuk imencapai itaraf 

ihidup iyang imemadai ibagi iperkembangan ifisik, imental, ispiritual, imoral 

idan isosial ianak i(the irights iof istandart iof iliving). 

d. Hak iuntuk iberpartisipasi i(Participation iRights), iyakni ihak-hak ianak 

iyang imencakup ihak iuntuk imengutarakan ipendapat idalam isegala ihal 

iyang iberdampak ipada ianak i(the irights iof ia ichild ito iexpress iher/his 

iviews ifreely iin iall imatters iaffecting ithe ichild). 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menekankan bahwa 

pertanggungjawaban pidana individu didasarkan pada kesadaran dan 

pemahaman bahwa tindakannya melanggar aturan hukum yang berlaku. Dalam 

kasus pelecehan seksual oleh anak, Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak 

menegaskan tidak ada alasan untuk menghapus hukuman bagi pelaku anak yang 

dianggap kompeten (sehat fisik dan mental). Dengan demikian, anak pelaku 

pelecehan seksual tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai 

ketentuan yang berlaku.34  

Namun idemikian, idalam imengambil ikeputusan, ihakim iwajib 

imempertimbangkan ifakta ibahwa iAnak iyang iBerhadapan idengan iHukum 

imasih idalam ikategori ianak-anak. iDengan imemperhatikan ikonteks 

ipelanggaran ihukum iserta iprinsip-prinsip ikeadilan, ihakim imemiliki iotoritas 

iuntuk imenjatuhkan isanksi iberupa itindakan itertentu ikepada iAnak iyang 

iBerhadapan idengan iHukum itersebut. 

 
34 M. iNasir iDjamil, iAnak iBukan iuntuk iDIhukum, i(Jakarta: iSinar iGrafika, iCet. iKe-2, 

i2013), ihal. i34. 
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Jenis sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang 

Berhadapan dengan Hukum, meliputi:35 

a) Mengembalikan ikepada iorang itua/Wali; 

b) Menyerahkan ikepada iseseorang; 

c) Merawat idi irumah isakit ijiwa; 

d) Merawat idi iLPKS; 

e) Mewajibkan imengikuti ipendidikan iformal idan/atau ipelatihan 

iyang idiselenggarakan ioleh ipemerintah iatau ilembaga 

iswasta; 

f) Mencabut isurat iizin imengemudi; idan/atau 

g) Memperbaiki iakibat itindak ipidana. 

Dalam imenerapkan idiversi ipada ikasus iAnak iyang iBerhadapan 

idengan iHukum, iterdapat isyarat-syarat iyang iharus idipenuhi. iKetentuan iini 

itertuang idalam iPasal i7 iayat i(2) iUU iSistem iPeradilan iPidana iAnak, iyang 

imenyatakan ibahwa idiversi ihanya idapat iditerapkan iuntuk itindak ipidana 

idengan iancaman ihukuman ipenjara ikurang idari i7 i(tujuh) itahun idan ibukan 

imerupakan ipengulangan itindak ipidana. iKedua ipersyaratan iini ibersifat 

ikumulatif, iartinya ikeduanya iharus iterpenuhi isecara ibersamaan. iJika isalah 

isatu isyarat itidak iterpenuhi, imaka idiversi itidak idapat idiberlakukan. 

Untuk kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, melanggar Pasal 

76E UU Perlindungan Anak, penerapan diversi tidak dimungkinkan. Alasannya 

adalah pelanggaran terhadap Pasal 76 UU tersebut diancam dengan sanksi yang 

signifikan, yakni hukuman penjara maksimum 15 (lima belas) tahun dan denda 

hingga Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Mengingat beratnya konsekuensi 

hukum yang diancamkan, opsi diversi tidak dapat diimplementasikan dalam 

situasi semacam ini. 

 
35 Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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Ketika seorang anak terlibat dalam tindak pidana pelecehan seksual, 

pengadilan tidak memiliki otoritas untuk mengeluarkan putusan diversi. 

Sebaliknya, berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU Sistem Peradilan 

Pidana Anak, hakim diwajibkan untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk 

tindakan tertentu. Dengan demikian, penanganan kasus pelecehan seksual yang 

melibatkan pelaku anak harus mengikuti prosedur khusus ini.  
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Penerapan Hukum Terhadap Anak dalam Melakukan Tindak Pidana Asusila 

pada kasus putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Smr 

3.1.1 Tinjauan Anak 

A. Definisi Anak 

Individu yang belum mencapai tahap kematangan disebut anak. 

Kematangan yang dimaksud meliputi aspek nalar, perasaan, etika, dan interaksi 

sosial yang umumnya dimiliki orang dewasa. Definisi anak meliputi mereka 

yang berusia di bawah 18 tahun, belum berumah tangga, termasuk janin dalam 

kandungan. Anak dipandang sebagai penerus yang dipersiapkan menjadi motor 

utama pembangunan berkelanjutan untuk masa depan suatu bangsa. 

Berdasarkan berbagai istilah tersebut, pada dasarnya anak adalah sosok 

yang memiliki peran krusial dalam memikul tanggung jawab masa depan 

negara, namun masih membutuhkan peran orangtua untuk merawat, 

membimbing, dan mengarahkan menuju kedewasaan.36 

UUD i1945 ipasal i34 imenyebutkan ibahwa inegara ibertanggung ijawab 

imerawat ikaum imiskin idan ianak-anak iterlantar. iHal iini imenegaskan 

ibahwa ianak imerupakan isubjek ihukum inasional iyang iwajib idilindungi, 

idirawat, idan idibina idemi ikesejahteraannya, imenjadi itanggung ijawab 

ibersama ipemerintah idan imasyarakat. 

Irma Setyowati Soemitri memaparkan bahwa UU No. 4 tahun 1979 

tentang kesejahteraan anak lebih rinci mengatur definisi anak. Menurutnya, 

anak adalah pribadi yang berhak mendapatkan hak-hak yang menjamin tumbuh 

kembang wajar secara pribadi, fisik, dan sosial. Anak juga berhak atas layanan 

untuk mengembangkan potensi dan kehidupan sosialnya, serta berhak atas 

 
36 Siska Lis Sulistiani, Kedudukan Hukum Anak, (Bandung, Refika Aditama, 2015), h.15 
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perawatan dan perlindungan baik selama dalam kandungan maupun setelah 

dilahirkan.37 

Sementara itu, Konsep Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 (UU SPPA) memberikan batasan usia anak yang belum dewasa 

sebagai seseorang yang sudah berusia 12 tahun namun belum genap 18 tahun, 

serta mengklasifikasikan anak yang terkait dalam suatu peristiwa kriminal 

menjadi tiga golongan: 

a) Anak iyang iberkedudukan isebagai itersangka idalam itindak ikriminal 

i(Pasal i1 ibutir i3 iUU iSPPA); 

b) Anak iyang imenjadi ipihak iyang imengalami ikerugian idalam itindak 

ikriminal i(Anak iKorban) i(Pasal i1 ibutir i4 iUU iSPPA); idan 

c) Anak iyang iberperan imemberikan ikesaksian idalam itindak ikriminal 

i(Anak iSaksi) i(Pasal i1 ibutir i5 iUU iSPPA)38 

 

3.1.2 Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur 

Kekerasan seksual merupakan gabungan dari dua istilah yakni 

"kekerasan" dan "seksual". Istilah kekerasan atau dalam bahasa Inggris disebut 

violence berakar dari dua kata Latin yakni "vis" yang bermakna (kekuatan, daya) 

dan "latus" yang bermakna (membawa), yang kemudian diinterpretasikan 

sebagai kekuatan. Pengertian kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

dalam definisi yang terbatas hanya mencakup kekerasan yang bersifat fisik. 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan didefinisikan sebagai 

tindakan yang berpotensi mengakibatkan luka atau kematian pada individu lain 

atau menimbulkan kerusakan pada aspek fisik maupun properti milik orang lain. 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan didefinisikan sebagai 

tindakan yang berpotensi mengakibatkan luka atau kematian pada individu lain 

 
37 Andy Lesmanna, “Definisi Anak” https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/, (diakses 13 
November 2016). 
38 Sistem Peradilan Pidana Anak 
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atau menimbulkan kerusakan pada aspek fisik maupun properti milik orang 

lain.39 

Pelecehan seksual pada anak-anak melibatkan memasukkan anak 

dalam aktivitas seksual yang tidak sepenuhnya mereka pahami atau mampu 

mereka setujui. Fenomena ini ditandai dengan terjadinya aktivitas seksual antara 

seorang anak dan individu dewasa atau anak lainnya, yang bertujuan 

memberikan kepuasan pada si pelaku. Pelecehan seksual meliputi penggunaan 

anak dalam prostitusi atau materi pornografi, memaksa anak mengamati 

aktivitas seksual, memperlihatkan organ reproduksi pada anak untuk 

memuaskan hasrat seksual, melakukan stimulasi seksual, menyentuh secara 

tidak senonoh, memaksa anak memegang alat vital orang lain, melakukan 

penetrasi, tindakan pemerkosaan, hubungan seksual dengan keluarga sedarah 

(inses), dan praktik sodomi.40 

Isu pelecehan seksual tergolong sebagai tindak kriminal yang 

merendahkan dan mencemari martabat manusia, serta layak dikategorikan 

sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelecehan seksual mencakup segala 

bentuk perilaku bernuansa atau mengarah pada aspek seksual yang dilakukan 

secara sepihak atau tidak diinginkan oleh target, sehingga memunculkan respons 

negatif seperti rasa malu, amarah, kebencian, tersinggung dan sebagainya pada 

individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Salah satu bentuk pelecehan 

paling merusak yang ditujukan pada anak-anak adalah pelecehan seksual.41 

Sebelum imengulas ilebih idalam itentang ipelecehan iseksual iterhadap 

ianak, iperlu idipahami idefinisi isesungguhnya idari ipelecehan iseksual 

iterhadap ianak. iPelecehan iseksual iterhadap ianak imerupakan isuatu 

itindakan iyang idilakukan ioleh iorang idewasa iatau iindividu iyang ilebih itua, 

iyang imemanfaatkan ianak iuntuk imemenuhi ikebutuhan iseksualnya. iBentuk-

 
39 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
40 Depkes iRI, iPedoman irujukan ikasus ikekerasanterhadap ianak ibagi ipetugas ikesehatan 

i,(Jakarta i: iDepartemen iKesehatan iRepublik iIndonesia i, i2007) i, ihal i78. 
41 Romli iAtmasasmita, iKapita iSelekta iHukum iPidana idan iKriminologi, i(Bandung: 

iMandar iMaju, i1995), ihlm. i103. 
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bentuk ipelecehan iseksual isebenarnya iberagam. iMisalnya imeminta iatau 

imenekan iseorang ianak iuntuk imelakukan iaktivitas iseksual, imemberikan 

ipaparan itidak isenonoh idari iorgan igenital ianak, imenampilkan imateri 

ipornografi ikepada ianak, imelakukan ihubungan iintim idengan ianak, ikontak 

ifisik idengan iorgan igenital ianak, idan imengamati iorgan igenital ianak itanpa 

ikontak ifisik idi iluar iprosedur imedis. iPelecehan iseksual imeliputi isegala 

itindakan iseksual iyang itidak idiinginkan, ipermintaan iuntuk imelakukan 

iperbuatan iseksual, itindakan iverbal iatau ifisik iatau iisyarat ibersifat iseksual, 

iatau iperilaku ilain iapapun iyang ibersifat iseksual, iyang imembuat iseseorang 

imerasa itersinggung, idipermalukan idan/atau iterintimidasi idi imana ireaksi 

itersebut imasuk iakal idalam isituasi idan ikondisi iyang iada, idan itindakan 

itersebut imengganggu ipekerjaan, idijadikan isyarat ikerja iatau imenciptakan 

ilingkungan ikerja iyang imengintimidasi, ibermusuhan iatau itidak isopan.42 

Publik isempat iterguncang ioleh iinsiden ipelecehan iseksual iterhadap 

ianak idi ibawah iumur iyang iterjadi idi iSamarinda, iKalimantan iTimur. 

iDalam ikejadian idi iSamarinda iini, ipelaku iutamanya iadalah iseorang iremaja 

ilaki-laki iberusia i14 itahun. iPelaku imengaku itelah imelecehkan itemannya 

isendiri, idi imana ikorban iperempuan itersebut idisetubuhi isecara ibergantian 

ioleh i6 iorang ipria. iMeningkatnya ifrekuensi ikasus ipelecehan iseksual 

iterhadap ianak idi ibawah iumur isangat imeresahkan imasyarakat. iBagaimana 

itidak, ianak-anak iyang imerupakan ipenerus imasa idepan ibangsa iini idirusak 

ipada imasa-masa iperkembangan imereka. iSelain iitu, imasyarakat ijuga 

imenjadi igelisah idan icemas iakan ikeselamatan iyang iada idi isekitar 

ilingkungan itempat itinggal ianak-anak imereka. iKondisi iini imenunjukkan 

ibahwa ianak-anak ibelum imendapatkan iperlindungan iyang imemadai iatas 

ikeamanan idalam iaktivitas isehari-hari imereka. 

 
42 Kementerian iTenaga iKerja idan iPerburuhan, iPedoman iPencegahan iPelecehan 

iSeksual idi iTempat iKerja, i(Indonesia: iSurat iEdaran iMenteri itenaga iKerja idan iTransmigrasi, 
i2011), ih. i6. 



 
  

33 
 

Indonesia, isebagai inegara ipenandatangan idan iperatifikasi iKonvensi 

iHak iAnak, imemiliki ikewajiban iuntuk imenerapkan ipoin-poin iyang 

itercantum idalam ikonvensi itersebut. iNegara imemikul itanggung ijawab idan 

ituntutan imoral iuntuk imenjamin ihak-hak ianak. iHukum iInternasional, 

imelalui ipembentukan iKonvensi iHak iAnak, itelah imenempatkan ianak 

isebagai isubjek ihukum iyang imemerlukan iperlindungan iatas ihak-haknya. 

iPerlindungan ihukum imenurut iKonvensi iInternasional itentang iHak-Hak 

iAnak imeliputi ihak iuntuk imemperoleh iperlindungan ikhusus ibila ianak 

iberhadapan idengan ihukum, ihak iuntuk imendapatkan iperlindungan ikhusus 

ibila ianak imengalami ieksploitasi isebagai ipekerja ianak, ihak iuntuk 

imenerima iperlindungan ikhusus ibila ianak imengalami ieksploitasi idalam 

ipenyalahgunaan inarkotika, ihak iuntuk imemperoleh iperlindungan ihukum 

ibila ianak imengalami ieksploitasi iseksual idan ipenyalahgunaan iseksual, 

iserta ihak iuntuk imendapatkan iperlindungan ikhusus idari ipenculikan, 

ipenjualan idan iperdagangan ianak.43 

Mengenai insiden pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, 

khususnya tindakan pencabulan yang melibatkan individu dengan jenis kelamin 

yang sama seperti dalam kasus yang disebutkan, hal tersebut diatur dalam Pasal 

292 KUHP. Pasal ini menyatakan: 

"Individu yang telah mencapai usia dewasa, yang melakukan tindakan 

tidak senonoh dengan individu lain yang memiliki jenis kelamin sama, yang 

diketahui atau seharusnya diduga belum mencapai usia dewasa, akan dihadapkan 

pada ancaman hukuman penjara dengan masa maksimal lima tahun." 

Negara Indonesia juga telah menetapkan regulasi spesifik mengenai 

perlindungan anak, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Perlindungan Anak. Dalam peraturan ini, Pasal 81 dan 82 menetapkan bahwa 

 
43  Arifa.”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual” (Studi Kasus di 
Polda DIY) oleh Arifa, skripsi. 
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individu yang melakukan tindak pelecehan seksual terhadap anak dapat dikenai 

sanksi pidana penjara dengan durasi maksimum 15 tahun. 

Menurut pandangan saya, hukuman lima belas tahun penjara tidak setara 

dengan penderitaan yang dialami korban. Mengingat peristiwa ini berpotensi 

memberikan dampak yang amat signifikan terhadap si korban, mulai dari 

gangguan fisik hingga gangguan psikologis yang akan dihadapinya sepanjang 

hayat. Pendapat medis yang didukung hasil riset mengindikasikan bahwa tindak 

pelecehan seksual terhadap anak akan menghambat proses pertumbuhan dan 

perkembangan anak tersebut. Konsekuensi psikologis negatif yang mungkin 

dialaminya mencakup depresi, trauma pasca-insiden, serta paranoia terhadap 

situasi-situasi tertentu seperti mengunjungi kamar mandi atau berinteraksi 

dengan orang lain. 

Selain itu, kondisi ini dapat mengakibatkan penurunan kinerja akademik, 

munculnya gejala depresi, serta berkembangnya rasa tidak percaya diri. Apabila 

luka psikologis ini tidak mendapat penanganan yang tepat, maka dapat 

menimbulkan tiga potensi dampak jangka panjang. Opsi pertama, si korban 

mungkin menganggap kejadian ini sebagai suatu hal yang sudah terlanjur terjadi, 

yang pada akhirnya dapat mendorongnya untuk terlibat dalam pergaulan yang 

tidak sehat. Opsi kedua, dapat memicu si korban untuk melakukan tindakan balas 

dendam dan menumbuhkan perilaku yang menyimpang dalam dirinya. Dan di 

masa yang akan datang, ia berpotensi untuk menjadi seorang homoseksual. Opsi 

ketiga, yang merupakan skenario terburuk, adalah tindakan pembalasan dendam 

yang dilakukan di kemudian hari oleh si korban dengan cara melakukan 

perbuatan serupa terhadap orang lain, atau dengan kata lain, ia berpotensi 

menjadi seorang pedofil di masa depan. Akan tetapi, berdasarkan hasil 

penelitian, beberapa pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur 

ternyata pernah mengalami pengalaman serupa ketika mereka masih berada 

dalam usia kanak-kanak. 

Dalam peran kita sebagai anggota masyarakat dan juga sebagai bagian dari 

anggota keluarga, kita memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam 
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mengawasi adik-adik kita, menyampaikan penjelasan yang mudah dipahami 

tentang tindakan yang pantas dan tidak pantas dilakukan orang lain terhadap 

mereka, mencurahkan kasih sayang serta memberikan dukungan agar mereka 

tumbuh menjadi individu yang terbuka dan selalu bersedia menceritakan segala 

hal, baik itu positif maupun negatif. Dengan demikian, mereka dapat dengan 

cepat mengetahui jika suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi dan 

mengambil tindakan yang diperlukan. Pelaku pelecehan seksual terhadap anak 

di bawah umur ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan 

mereka di masa depan, serta nasib negara ini. Anak-anak yang menjadi korban 

ini pada dasarnya adalah generasi penerus bangsa; mereka adalah generasi muda 

yang akan membangun dan menjadi pemegang masa depan bangsa ini. Karena 

ini berkaitan dengan kesehatan anak, penting untuk melindungi dan melindungi 

haknya. Hak anak untuk hidup dan berkembang dalam lingkungan yang aman 

telah dirampas oleh pelaku. 

Memberikan perlindungan kepada anak-anak setara dengan menjaga aset 

potensial dalam upaya memajukan Indonesia, sementara merusak masa kecil 

mereka melalui tindakan pelecehan seksual sama artinya dengan 

menghancurkan prospek masa depan negara. Kita berharap permasalahan ini 

dapat segera teratasi, mengingat para pelaku sungguh membuat masyarakat 

resah dan telah merampas hak-hak orang lain secara tidak sah. 

 

3.1.3  Sanksi Pidana Terhadap Anak 

Berkaitan idengan ipengembangan idan ipembinaan ikehidupan ianak, 

idiperlukan ipembentukan isuatu iSistem iPeradilan iPidana iAnak iyang 

ididefinisikan isebagai ikeseluruhan irangkaian iproses ipenanganan ikasus 

iAnak iyang iberhadapan idengan ihukum, imulai idari itahap iinvestigasi 

ihingga itahap ipembimbingan ipasca imenjalani isanksi. iSelain iitu, 

idibutuhkan ipula isarana idan iprasarana ihukum iyang imampu 

imengantisipasi iberbagai iproblematika iyang itimbul. iSarana idan iprasarana 

iyang idimaksud imeliputi ikepentingan ianak imaupun iyang iterkait idengan 
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ipenyimpangan isikap idan iperilaku iyang imenyebabkan ianak iterpaksa 

iberhadapan idengan ihukum iatau idihadapkan ike ipengadilan. iDi isamping 

iitu, isarana ihukum iini ibertujuan iuntuk imenghindari istigma iatau ilabel 

iburuk idan inakal iyang imuncul iketika ianak imelakukan itindak ipidana 

iatau iberhadapan idengan ihukum, isekaligus imemulihkan idan 

imengintegrasikan ikembali ianak itersebut ike idalam ikomunitas. 

Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan kondisi anak yang tidak 

sebanding dengan orang dewasa ketika menangani anak yang terlibat dalam 

tindakan kriminal. Solusi alternatif untuk menjauhkan anak dari sistem 

peradilan pidana formal, menempatkan anak di lembaga pemasyarakatan, dan 

melabelkannya sebagai terpidana mungkin didasarkan pada keyakinan dasar 

anak sebagai individu yang belum stabil, keyakinan anak sebagai sumber daya 

negara, dan status anak dalam masyarakat yang masih membutuhkan 

perlindungan.44 

Pengadilan anak berbeda dari pengadilan umum. Seperti yang telah 

disebutkan sebelumnya, pengadilan anak mengacu pada Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). 

Dengan berlakunya Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, elemen-elemen yang mengatur peradilan pidana anak telah ditetapkan 

secara khusus dalam Undang-undang tersebut. Akibatnya, ketentuan-ketentuan 

yang mengatur peradilan pidana anak di luar Undang-undang tersebut secara 

otomatis tidak berlaku lagi (kecuali hal-hal yang diatur dalam Undang-undang 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). 

Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

anak nakal dapat dikenakan sanksi baik pidana maupun tindakan. Namun, 

menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi yang 

 
44 Prakoso, Abintoro. Hukum Perlindungan Anak, LaksBang PRES Sindo, Yogyakarta: 2016. 

Hal 82 
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dijatuhkan kepada seorang anak berbeda dengan sanksi yang dijatuhkan kepada 

orang dewasa. Pasal 71 dan 82 UU SPPA mengatur hal ini, yaitu:45  

a. Sanksi (Pasal 71 UU SPPA)  

(1) Sanksi utama bagi Anak meliputi:  

a) Sanksi peringatan  

b) Sanksi bersyarat:  

1) Pembinaan eksternal lembaga  

2) Pengabdian masyarakat, atau  

3) Pengawasan.  

c) Pelatihan vokasi  

d) Pembinaan internal lembaga, dan  

e) Kurungan.  

(2) Sanksi tambahan terdiri dari:  

a) Pengambilan keuntungan hasil tindak pidana, atau 

b) Pemenuhan kewajiban adat. 

 (3) Jika hukum materiil mengancam sanksi komulatif berupa kurungan 

dan denda, sanksi denda diganti pelatihan vokasi.  

(4) Sanksi yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harga diri 

dan martabat Anak.  

(5) Ketentuan lebih rinci mengenai bentuk dan prosedur pelaksanaan 

sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 
45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak 
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Dalam proses peradilan pidana yang dijalankan oleh aparat hukum ketika 

pelaku anak terbukti bersalah, seharusnya dan idealnya dikenai tindakan 

pengembalian kepada orangtua. Usaha menerapkan mandat undang-undang 

agar pemberian hukuman kurungan terhadap anak menjadi pilihan terakhir 

(ultimum remedium) seyogianya selaras dengan pemahaman bahwa keputusan 

terbaik adalah langkah mengembalikan pelaku anak kepada orangtuanya untuk 

dibimbing dan diasuh sebagaimana mestinya. Dalam Pasal 5 UU SPP Anak 

menegaskan bahwa: 

1) Pengutamaan strategi Keadilan Restoratif sangat penting dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak.   

2) Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: peradilan anak yang dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan 

peradilan umum; penyidikan dan penuntutan tindak pidana anak yang 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; dan pembimbingan, 

pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama menjalani 

pidana atau tindakan dan sesudah menjalani pidana atau tindakan. 

3) Diversi wajib diupayakan dalam sistem peradilan pidana Anak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b. 

 

3.1.4 Anak sebagai pelaku kejahatan seksual 

Sebelum imengkaji itindak ikejahatan iseksual iyang idilakukan ioleh 

ianak idi ibawah iumur, ipenting iuntuk imemahami ifaktor-faktor iyang 

imendorong ianak imelakukan iperbuatan iasusila isemacam iini. iPerilaku 

inakal ianak idan ielemen-elemen ilain imerupakan iakar ipenyebab ianak 

imelakukan itindakan-tindakan idi iluar ibatas. I 

Perilaku inakal ianak iumumnya imuncul ipada imasa iremaja, 

iberkisar iantara iusia i14 ihingga i21 itahun iatau isering idisebut ifase 

ipubertas. iPeriode idi imana imental ianak ibelum imatang idan ikarakter isifat 
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imasih ifluktuatif idan itidak istabil. iMereka ibelum imampu imengendalikan 

iperilaku idan ipola ipikir imereka, isehingga ijika idalam ikondisi iseperti iini 

iperan iorang itua ikurang ioptimal, imaka iakan iberdampak iserius ipada 

iperkembangan ianak. iPerubahan isignifikan iyang idialami ianak imembawa 

ipengaruh ipada isikap idan itindakan ike iarah ilebih iagresif isehingga ipada 

imasa iini ibanyak ianak-anak idalam ibertindak idapat idikategorikan ike 

idalam iperilaku iyang imengarah ipada igejala ikenakalan ianak.46 

Kenakalan ianak isetiap itahun iterus imeningkat, ijika idicermati 

iperkembangan itindak ipidana iyang idilakukan ianak iselama iini, ibaik idari 

isegi ikualitas imaupun imodus ioperandi iyang idigunakan, iterkadang 

itindakan ipelanggaran iyang idilakukan ianak idirasakan itelah imeresahkan 

iberbagai ipihak iterutama ipara iorang itua. iFenomena imeningkatnya 

iperilaku itindak ikekerasan iyang idilakukan ianak iseolah-olah itidak 

iberbanding ilurus idengan iusia ipelaku.47 

Terdapat iberagam ifaktor iyang imendorong ianak imelakukan itindak 

ikejahatan iseksual, imisalnya idoktrin idan ipengaruh inegatif idari 

ilingkungan, iterlebih idi iera imodern iseperti isaat iini, imereka idengan 

imudah imengakses ikonten-konten iyang iseharusnya itidak imereka 

isaksikan. iMenyaksikan ivideo ipornografi idan ipornoaksi, ipernah imelihat 

iorang iyang imelakukan ihubungan iintim isecara ilangsung, idan idi ibawah 

ipengaruh ialkohol, imenyebabkan imereka itidak imampu imengendalikan 

ihasrat iseksual. iAnak-anak idalam itahap iseperti iini iyang ijiwanya imasih 

ilabil, iyang imasih isangat iingin itahu itentang ihal-hal ibaru idan iingin 

imencoba isesuatu iyang iorang idewasa ilakukan, imembuat imereka iberani 

imelakukan ihal-hal iburuk iseperti ipemerkosaan idan ikekerasan iseksual. I 

Tindakan ikejahatan iseksual isudah itermasuk ike idalam itindak 

ipidana iyang iharus idikenakan isanksi ikarena imenimbulkan ikerugian ibagi 

ikorban ibaik isecara ifisik imaupun imental. iRegulasi iini itelah idituangkan 

 
46  Wigiati Soetedjo Dan Melani, Hukum Pidana Anak, (Bandung, Refika Aditama, 2013), h.8 
47  Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, (Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2010), h. 103. 
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idalam iUndang-Undang iNomor i35 iTahun i2014 iTentang iPerlindungan 

iAnak. 

Penjatuhan ihukuman iterhadap ianak iumumnya ihampir iserupa 

idengan ipemidanaan iterhadap iorang idewasa, inamun imengingat iadanya 

ipertimbangan iterhadap iperkembangan ipsikologis ianak, imaka iharus iada 

ikeseimbangan iantara iperbuatan, isanksi idan iperkembangan ianak idi imasa 

imendatang. iDi iIndonesia iterdapat iHukum iPerlindungan iAnak idan 

iSistem iPeradilan iPidana iAnak iyang imengatur idan itelah iditegaskan 

idalam iUndang-Undang iNomor i11 iTahun i2012, iyang imembahas itentang 

ipemidanaan iterhadap ianak idengan imengklasifikasikan ibatasan iusia. I 

Menurut iUndang-Undang inomor i11 itahun i2012 iTentang iSistem 

iPeradilan iPidana iAnak idalam ipasal i1 iangka i1 ibahwa isistem iperadilan 

ipidana ianak iyang idiatur idalam iUndang-Undang itersebut iadalah 

imekanisme imengenai iproses ipenyelesaian iperkara i"anak iyang 

iberhadapan idengan ihukum.  

“Anak yang bersinggungan dengan peraturan sebagaimana tercantum 

dalam pasal 1 butir 2 (SPPA), terbagi menjadi:  

a) Seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi 

belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan 

tindak pidana dianggap sebagai orang yang berkonflik dengan 

hukum, yang sering disebut sebagai anak (Pasal 1 angka 3).  

b) Mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang telah 

mengalami kerugian finansial, psikologis, atau fisik sebagai akibat 

dari tindakan yang melanggar hukum dianggap sebagai anak yang 

menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4).  

c) Individu idi ibawah iumur iyang imenjadi ipengamat itindak 

ikriminal, iselanjutnya idisebut ianak isaksi, iadalah imereka iyang 

iberusia idi ibawah i18 i(delapan ibelas) itahun iyang imampu 

imemberikan iinformasi iuntuk ikeperluan iinvestigasi, ipenuntutan 

idan ipemeriksaan idi ipengadilan imengenai isuatu ikasus ipidana 
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iyang ididengar, idisaksikan, idan/atau idialaminya isendiri i(Pasal 

i1 ibutir i5).  

 

Anak-anak yang sedang menjalani proses hukum di LPKA adalah salah 

satu topik utama yang diatur dalam UU SPPA. Salah satu elemen penting dari 

undang-undang ini adalah penetapan jelas tentang Keadilan Restoratif dan 

Diversi. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menghindari anak dari 

proses pengadilan untuk menghindari stigmatisasi terhadap mereka yang 

berhadapan dengan hukum dan untuk membantu reintegrasi sosial yang 

normal. Bagian Penjelasan Umum UU SPPA mencantumkan hal ini. 

Legislator terbukti kuat dalam menentukan batas usia di mana seseorang 

dianggap sebagai anak di bawah umur dan berhak atas keringanan hukuman 

untuk melakukan tindakan khusus untuk kepentingan psikologis anak. 

Tujuan perlindungan hukum bagi pelaku tindak kriminal adalah untuk 

menghormati hak asasi mereka untuk memiliki nasib yang jelas, menjamin 

kepastian hukum, dan mencegah perlakuan yang tidak adil dan sewenang-

wenang. 

Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak menekankan pada anak-anak 

yang berkonflik dengan hukum dan korban tindak pidana. Untuk menghindari 

labelisasi, identitas harus dilindungi dari pemberitaan media massa. Sangat 

penting untuk mencegah labelisasi anak yang pernah melakukan tindak 

pidana karena stigma negatif akan tetap ada bahkan setelah orang tersebut 

berhenti melakukan pelanggaran.48 

Karena mengandung elemen yang meresahkan masyarakat dan merusak 

baik individu maupun kelompok, tindak pidana tetap merupakan pelanggaran 

yang harus dihukum dan dihukum. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak 

dan remaja telah menjadi komponen penting dari statistik kriminalitas, dan 

mayoritas pelaku dewasa umumnya memulai tindakan kriminal pada usia 

 
48 Atmasasmita, Problem Kenakalan Anak-anak Remaja, Armico, (Bandung, Armico,1983), h.95. 
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muda. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan anak-anak akan berdampak 

positif terhadap pencegahan kejahatan orang dewasa.49 

 

3.1.5 Penerapan Hukum yang Seharusnya Berdasarkan Teori Pemidanaan 

Teori pemidanaan digunakan oleh penulis dalam studi kasus ini karena 

tindak pidana memerlukan konsekuensi sebagai balasan terhadap orang yang 

melakukan tindak pidana. Namun, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa "perlindungan anak 

mencakup seluruh aktivitas untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-

haknya agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan 

diskriminasi." 

Setiap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana memiliki hak-

hak sebagai berikut, menurut Pasal 3 UU SPPA: a. Diperlakukan secara 

manusiawi sesuai dengan usianya; b. Dipisahkan dari orang dewasa; c. 

Berperan serta dalam kegiatan rekreasional; d. Tidak mengalami penyiksaan 

atau penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau 

merendahkan martabat manusia; e. Tidak menerima hukuman mati atau 

hukuman seumur hidup; dan f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara. tidak 

ditangkap, dipenjara, atau dipenjara kecuali jika sangat diperlukan dan dalam 

waktu yang sesingkat-singkatnya. 

Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengutamakan pendekatan 

Keadilan Restoratif. Sistem peradilan anak juga harus mencari diversi untuk 

membantu korban dan anak untuk berdamai, menyelesaikan kasus anak di luar 

pengadilan, mencegah perampasan kebebasan anak, mendorong keterlibatan 

masyarakat, dan mengajarkan tanggung jawab kepada anak. 

 
49 Wagiati Soetedjo Dan Melani, Hukum Pidana Anak, h. 143. 
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Pidana pengawasan merupakan jenis pidana baru yang khusus diterapkan 

pada Anak Berkonflik dengan Hukum. Ini melibatkan pengawasan oleh 

Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam keseharian di rumahnya, serta 

bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Pidana pengawasan bukan 

merupakan penahanan di rumah, melainkan pengawasan terhadap terpidana 

selama periode yang ditetapkan pengadilan. 

 Sanksi pidana menekankan unsur pembalasan, yaitu penderitaan 

yang sengaja diberikan kepada pelanggar agar merasakan konsekuensi 

perbuatannya. Dalam kasus ini, penulis merujuk pada penjatuhan hukuman 

terhadap terdakwa melalui Lembaga Pemidanaan Khusus Anak (LPKA). 

Terdakwa berusia 14 tahun belum dapat dikenakan pemidanaan sesuai undang-

undang; anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum harus 

mendapatkan pembinaan khusus dari lembaga anak. 

Berdasarkan kasus dalam putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN 

Smr, berikut adalah analisis penerapan hukum yang seharusnya berdasarkan 

teori pemidanaan: 

1. Teori Rehabilitasi:  

 Sesuai dengan prinsip ini, pengadilan telah menjatuhkan pidana 

pembinaan di LPKA Klas II Tenggarong selama 5 bulan. Ini 

menunjukkan fokus pada upaya merehabilitasi anak pelaku, bukan 

hanya menghukum. 

 Pelatihan kerja selama 3 bulan di Dinas Sosial Kota Samarinda juga 

sejalan dengan teori ini, bertujuan untuk memberikan keterampilan dan 

mempersiapkan anak untuk kembali ke masyarakat. 

2. Teori Perlindungan Masyarakat:  

 Dengan menempatkan anak di LPKA, masyarakat terlindungi untuk 

sementara waktu dari kemungkinan anak melakukan tindak pidana 

serupa. 
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 Namun, durasi 5 bulan mungkin perlu ditinjau apakah cukup untuk 

memberikan perlindungan kepada masyarakat dan korban. 

3. Teori Pencegahan:  

 Hukuman yang dijatuhkan diharapkan dapat mencegah anak dan 

anak-anak lain dari melakukan tindak pidana serupa di masa depan. 

 Namun, efek pencegahan ini perlu diperkuat dengan program 

edukasi dan kesadaran hukum yang lebih luas. 

4. Teori Keadilan Restoratif:  

 Putusan mencatat adanya perdamaian antara keluarga pelaku dan 

korban, yang menunjukkan elemen keadilan restoratif. 

 Namun, tidak ada informasi tentang kompensasi atau pemulihan 

langsung kepada korban, yang seharusnya menjadi bagian penting 

dari pendekatan restoratif. 

5. Teori Proporsionalitas:  

 Hukuman yang dijatuhkan (5 bulan pembinaan dan 3 bulan pelatihan 

kerja) tampaknya mempertimbangkan usia pelaku (14 tahun) dan 

sifat kejahatan. 

 Namun, mengingat beratnya tindak pidana (pemaksaan perbuatan 

cabul terhadap anak), perlu dipertimbangkan apakah hukuman ini 

sudah proporsional. 

6. Pertimbangan Kepentingan Terbaik Anak:  

 Putusan menunjukkan pertimbangan kepentingan terbaik anak 

dengan fokus pada pembinaan dan pelatihan, bukan hukuman 

penjara konvensional. 

 Namun, perlu dipastikan bahwa program pembinaan dan pelatihan 

kerja benar-benar efektif dalam merehabilitasi anak. 

7. Aspek yang Perlu Ditingkatkan:  

 Putusan tidak menyebutkan adanya konseling psikologis atau terapi 

khusus untuk menangani perilaku seksual menyimpang pada anak 

pelaku. 
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 Tidak ada rencana spesifik untuk pemantauan dan dukungan pasca-

pembinaan, yang penting untuk mencegah residivisme. 

 Perlu ada program khusus untuk mengedukasi anak tentang 

kesehatan seksual dan konsep persetujuan (consent). 

Kesimpulannya, meskipun putusan sudah menerapkan beberapa prinsip penting 

dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum, masih ada ruang untuk 

peningkatan, terutama dalam hal rehabilitasi psikologis, edukasi seksual, dan 

program pasca-pembinaan yang lebih komprehensif. 

 

 

3.2 Apakah Pemidanaan yang terdapat pada putusan Nomor 24/Pid.Sus-

Anak/2023/PN Smr dapat dikatakan adil? 

3.2.1 Kasus Posisi 

ABH REVAN APRIAN Bin AMRIN (masih di bawah umur, 14 tahun) 

pada Jumat, 1 September 2023, sekitar pukul 01.20 WITA, atau setidaknya 

pada tahun 2023, berada di Jalan Barito, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan 

Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, atau setidaknya dalam wilayah yurisdiksi 

Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang menangani kasus ini, 

melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi, pemaksaan, penipuan, 

rangkaian kebohongan, atau bujuk  

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wita 

Anak korban ADHELIA als ADEL Binti MAH’E (masih berusia 14 tahun) 

sedang berkumpul bersama temannya di lapangan alba Loa bakung, kemudian 

disebelahnya juga terdapat beberapa anak muda sedang nongkrong dalam 

keadaan mabuk, kemudian sekitar jam 22.00 wita teman Halaman 4 dari 37 

Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr dari anak korban ADHELIA 

als ADEL tersebut ada mengenali beberapa orang yang sedang mabuk tersebut, 

kemudian salah satu dari beberapa orang tersebut ada meminta tolong anak 
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korban ADHELIA als ADEL untuk mengantarkan perempuan yang sedang 

mabuk berat tersebut, kemudian anak korban ADHELIA als ADEL ada 

menghubungi sdra PAJLI als LANI melalui aplikasi Instagram untuk 

menyampaikan jika anak korban ADHELIA als ADEL ingin menumpangkan 

sementara perempuan yang sedang mabuk tersebut, kemudian anak korban 

ADHELIA als ADEL bersama temannya dan beberapa teman dari perempuan 

tersebut pergi menuju ke kos-kosan sdra PAJLI als LANI yang terletak di jalan 

barito kel. Simpang tiga kec loa janan ilir kota Samarinda tersebut dengan cara 

berboncengan, kemudian setibanya di kos sdra PAJLI als LANI ternyata 

sedang berkumpul beberapa temannya yang mana perempuan yang sedang 

mabuk tersebut langsung dimasukkan dan di rebahkan didalam kamar yang 

berada di lantai 2, kemudian datang saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN 

als AWAL Bin MUKSING ke kamar tersebut dengan menyampaikan kepada 

anak korban ADHELIA als ADEL dengan mengatakan “suruh pulang aja 

sebagian temanmu soalnya ada cctv takutnya di marahin sama ibu kosnya” 

kemudian anak korban ADHELIA als ADEL menjawab “bilang aja sendiri” 

dan saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL menyampaikan 

kepada beberapa orang lainnya, kemudian beberapa teman dari perempuan 

yang sedang mabuk tersebut pulang dan hanya tinggal anak korban ADHELIA 

als ADEL bersama perempuan yang sedang mabuk tersebut, kemudian saat 

perempuan yang sedang mabuk tersebut telah sadar dan sdra PAJLI als LANI 

ingin mencoba mengantarkan pulang perempuan tersebut namun ternyata 

teman perempuan tersebut sudah menjemput diluar, kemudian anak korban 

ADHELIA als ADEL menyampaikan jika anak korban ingin diantarkan pulang 

juga namun saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL menahan 

anak korban ADHELIA als ADEL untuk pulang dengan mengatakan “nanti aja 

kamu diantar pulang” dan anak korban ADHELIA als ADEL menjawab “gak 

mau, maunya sekarang” yang mana jawaban anak korban ADHELIA als 

ADEL tersebut tidak dihiraukan oleh saksi MUHAMMAD AGUS 

SETIAWAN als AWAL dan teman-teman lainnya dan anak korban ADHELIA 

als ADEL tidak dapat menghubungi temannya dikarenakan baterai Handphone 
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miliknya habis, kemudian anak korban ADHELIA als ADEL hanya bisa diam 

didalam kamar kos tersebut dikarenakan kamar kos tersebut telah dikunci oleh 

saksi MUHAMMAD Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-

Anak/2023/PN Smr AGUS SETIAWAN als AWAL bersama saks FAREHAN 

AMRIN Bin AMRIN, ABH REVAN APRIAN Bin AMRIN, saksi RIZAL, dan 

sdra PAJLI als LANI yang berkumpul didalam kamar kos tersebut, dan anak 

korban ADHELIA als ADEL hanya perempuan seorang diri yang berada 

didalam kamar, kemudian saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als 

AWAL bersama saks FAREHAN AMRIN Bin AMRIN, ABH REVAN 

APRIAN Bin AMRIN, sdra RIZAL, dan sdra PAJLI als LANI ada membahas 

sesuatu dengan menggunakan bahasa bugis yang tidak dipahami oleh anak 

korban ADHELIA als ADEL tersebut dan hanya mendengar kalimat “duluan 

duluan” yang langsung dijawab oleh anak korban ADHELIA als ADEL 

“duluan apa?”, kemudian saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als 

AWAL menyampaikan “masa kamu gak paham del” dan anak korban 

ADHELIA als ADEL menjawab “gak mau aku kayak begitu, aku lagi 

halangan”, kemudian beberapa dari laki-laki tersebut keluar dari kamar kos dan 

tertinggal sdra RIZAL bersama anak korban ADHELIA als ADEL yang mana 

sdra RIZAL langsung mengunci kembali pintu kamar kos serta mematikan 

lampu kamar tersebut dengan menyampaikan “ayo del ayo” dan anak korban 

ADHELIA als ADEL menjawab “gak mau aku kayak gituan” dan dijawab 

kembali oleh sdra RIZAL “gak apa, gak apa”, kemudian sdra RIZAL langsung 

membaringkan anak korban ADHELIA als ADEL di atas kasur dan langsung 

membuka celana serta celana dalam yang mana saat celana dalam anak korban 

ADHELIA als ADEL telah dibuka anak korban ADHELIA als ADEL 

menyampaikan “tuh kan beneran lagi halangan” melihat kondisi tersebut sdra 

RIZAL langsung keluar kamar dan anak korban ADHELIA als ADEL kembali 

menggunakan celananya, kemudian saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN 

als AWAL berganti masuk kedalam kamar kos tersebut dan langsung 

mengunci pintu kamar yang mana saat itu anak korban ADHELIA als ADEL 

sedang duduk diatas kasur langsung dibaringkan oleh saksi MUHAMMAD 
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AGUS SETIAWAN als AWAL dengan langsung membuka celana dan celana 

dalam anak korban ADHELIA als ADEL sebatas lutut kemudian saksi 

MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL langsung membuka semua 

celananya hingga terlihat alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang 

dan langsung menaiki badan dari anak korban ADHELIA als ADEL, kemudian 

saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL memasukkan alat 

kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban ADHELIA als ADEL yang 

mana saat itu anak korban ADHELIA als ADEL merasakan kesakitan pada alat 

kelaminnya dan menyampaikan kepada Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 

24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als 

AWAL agar yang lainnya tidak meneruskan perbuatan yang tidak pantas 

tersebut kepada dirinya namun saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als 

AWAL tidak menghiraukannya hingga kurang lebih sekitar 10 menit dengan 

posisi berbaring miring saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL 

menyudahi perbuatan tersebut yang mana spermanya telah dikeluarkan 

didalam alat kelamin anak korban ADHELIA als ADEL yang bercampur 

dengan darah menstruasi, kemudian setelah saksi MUHAMMAD AGUS 

SETIAWAN als AWAL telah menggunakan celananya kembali dan menuju 

ke wc datang sdra RIZAL yang kembali masuk kedalam kamar kos tersebut 

dan langsung membaringkan anak korban ADHELIA als ADEL kembali 

dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban 

ADHELIA als ADEL, kemudian sekitar kurang lebih 10 menit dengan 

meremas payudara dan gerakan maju mundur sperma dari sdra RIZAL telah 

keluar didalam alat kelamin anak korban ADHELIA als ADEL yang mana sdra 

RIZAL mengatakan “ih iya ih darah” lalu anak korban ADHELIA als ADEL 

menjawab “maka nya gak usah gitu” dan di jawab sdra RIZAL “gak apa ini”, 

kemudian sdra RIZAL keluar dari kamar kos tersebut dan bergantian saksi 

FAREHAN AMRIN masuk kedalam kamar dengan langsung mengunci pintu 

kamar kos tersebut dan lampu kamar masih dalam keadaan mati, kemudian 

saksi FAREHAN AMRIN langsung membuka celananya dan membaringkan 

anak korban ADHELIA als ADEL di atas kasur dengan membuka celana anak 
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korban ADHELIA als ADEL lalu memasukan alat kelaminnya kedalam alat 

kelamin anak korban ADHELIA als ADEL dengan posisi seperti push up 

namun dikarenakan alat kelamin dari saksi FAREHAN AMRIN lebih besar 

dari alat kelamin saksi MUHAMMAD AGUS SETIAWAN als AWAL dan 

sdra RIZAL tidak dapat masuk kedalam alat kelamin anak korban ADHELIA 

als ADEL lalu saksi FAREHAN AMRIN meminta anak korban ADHELIA als 

ADEL untuk mengulum alat kelamin saksi FAREHAN AMRIN dengan 

menggunakan mulutnya hingga kurang lebih sekitar 5 menit sperma saksi 

FAREHAN AMRIN dikeluarkan didalam mulut saksi korban ADHELIA als 

ADEL dan saksi FAREHAN AMRIN langsung pergi ke wc untuk 

membersihkan diri, kemudian sdra PAJLI als LANI yang telah menunggu 

diluar langsung masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar lalu 

memaksa membaringkan anak korban ADHELIA als ADEL dengan 

mengatakan “ayo del” dan dijawab oleh saksi korban ADHELIA als ADEL 

“tidak mau” lalu sdra PAJLI als LANI memaksa saksi korban Halaman 7 dari 

37 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr ADHELIA als ADEL 

untuk mengulum alat kelamin sdra PAJLI als LANI namun dikarenakan anak 

korban ADHELIA als ADEL yang terus menolak dan membuat sdra PAJLI als 

LANI menyudahi perbuatan tersebut sekitar kurang lebih 3 menit, kemudian 

saat sdra PAJLI als LANI telah menggunakan celananya kembali dan pergi 

keluar kamar yang mana saksi korban ADHELIA als ADEL ada meminta 

kepada sdra PAJLI als LANI untuk mau meminjamkan Handphonenya yang 

akan digunakan untuk menghubungi temannya dan meminta temannya untuk 

bisa menjemput di kos-kosan tersebut, kemudian tidak lama saat sdra PAJLI 

als LANI keluar kamar, masuk ABH REVAN APRIAN dengan langsung 

membaringkan tubuh anak korban ADHELIA als ADEL di atas kasur kembali 

namun dikarenakan ABH REVAN melihat alat kemaluan saksi korban 

ADHELIA als ADEL sedang menstruasi ABH REVAN tidak jadi menyetubuhi 

anak korban ADHELIA namun meminta anak korban ADHELIA als ADEL 

untuk mengulumkan alat kelamin milik ABH REVAN tersebut sehingga 

dengan posisi baring anak korban ADHELIA mengulum alat kelamin ABH 
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REVAN, tidak lama kemudian teman dari anak korban ADHELIA als ADEL 

datang untuk menjemput yang diberitahu oleh sdra PAJLI als LANI yang 

mengetuk pintu dengan mengatakan “del ada temanmu dibawah jemput” yang 

mana saat itu ABH REVAN menyudahi perbuatannya tanpa ada sperma ABH 

REVAN yang keluar, atas kejadian tersebut anak korban melaporkan perbuatan 

ABH dan teman-temannya ke orang tua anak korban ADHELIA, kemudian 

orang tua anak korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan tersebut ke 

Polsek Samarinda Seberang guna proses penyidikan lebih lanjut;  

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 107/IKFMLTU3.2/IX/2023 

Tanggal 07 September 2023 dari Hasil Pemeriksaan Forensik Klinik oleh dr. 

Anggia Mayangsari Wardhana Sp.OG dan dr. Kristina Uli Gultom, Sp. FM. 

(dokter RSUD AW. Syahrani Samarinda) didapat kesimpulan : Berdasarkan 

Hasil pemeriksaan terhadap korban perempuan, ditemukan : Selaput dara 

menyerupai selaput dara perempuan yang sudah pernah melakukan 

persetubuhan; 

3.2.2 Tuntutan Penuntut Umum 

1. Menegaskan ABH REVAN APRIAN Bin AMRIN terbukti secara 

yuridis dan meyakinkan bersalah dalam hal pemaksaan, penipuan, 

rangkaian kebohongan, atau pembujukan terhadap Anak untuk 

melaksanakan atau mengizinkan tindakan asusila; 

2. Terancam Sanksi dalam Pasal 82 ayat (1) Menjatuhkan hukuman 

terhadap ABH berupa pembinaan di LPKA Klas II Tenggarong selama 8 

(delapan) Bulan, dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani, 

dengan instruksi ABH tetap dalam tahanan serta pelatihan kerja 3 (tiga) 

Bulan di dinas sosial Samarinda; 

3. Menetapkan barang bukti: - Sebuah sweter abu-abu;  

- Sebuah celana kulot hitam;  

- Sebuah celana dalam hitam;  

- Sebuah jilbab hitam;  

- Sebuah Bra biru tua; 
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Keseluruhannya dikembalikan kepada anak korban ADHELIA alias 

ADEL 

4. Menetapkan agar ABH dibebankan membayar biaya perkara sejumlah 

Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah); 

 

3.2.3 Pertimbangan Hakim 

Oleh ikarena ikorban iditetapkan isebagai ianak idan iperbuatan icabul 

iyang idilakukan ioleh ianak iterhadap ikorban idilakukan idengan ipaksaan 

idan ikekerasan, imaka iunsur i“melakukan ikekerasan iatau iancaman 

ikekerasan iatau imembujuk ianak iuntuk imelakukan iatau imembiarkan 

idilakukan iperbuatan icabul” itelah iterpenuhi idalam iHalaman i35 idari i37 

ihalaman iPutusan iNomor i24/Pid.Sus-Anak/2023/PN. iJkt iAnak, iagar 

iunsur itersebut idapat idikatakan iterpenuhi isecara iutuh, iyaitu i“melakukan 

ikekerasan iatau iancaman ikekerasan, imemaksa, imelakukan itipu imuslihat, 

imelakukan iserangkaian ikebohongan, iatau imembujuk ianak iuntuk 

imelakukan iatau imembiarkan idilakukan iperbuatan icabul”; 

Menimbang, ibahwa ikarena iseluruh iunsur iPasal i82 iayat i(1) iUU iRI 

iNomor i17 iTahun i2016 itentang iPenetapan iPeraturan iPemerintah 

iPengganti iUU iNomor i1 iTahun i2016 itentang iPerubahan iKedua iatas 

iUU iNomor i23 iTahun i2002 iTentang iPerlindungan iAnak iMenjadi iUU, 

itelah iterpenuhi imaka iTerdakwa iharus idinyatakan iterbukti isecara isah 

idan imeyakinkan imelakukan itindak ipidana isesuai idakwaan itunggal; 

Menimbang, ibahwa ikarena idalam ipersidangan iHakim itidak 

imenemukan ihal-hal iyang idapat imenghapuskan ipertanggungjawaban 

ipidana, ibaik isebagai ialasan ipembenar imaupun ipemaaf, imaka iAnak 

iwajib imempertanggungjawabkan iperbuatannya; 

Menimbang, ibahwa ikarena iAnak iwajib imempertanggungjawabkan 

iperbuatannya, imaka iAnak iharus idinyatakan ibersalah idan idijatuhi 

isanksi idengan imemperhatikan iketentuan ipemidanaan iyang idiatur idalam 

iUU iNomor i11 iTahun i2012 itentang iSistem iPeradilan iPidana iAnak; 
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Menimbang, ibahwa idalam iperkara iini iAnak itelah idikenakan 

ipenangkapan idan ipenahanan iyang isah, imaka imasa itersebut iharus 

idikurangkan iseluruhnya idari isanksi iyang idijatuhkan; 

Menimbang, ibahwa ikarena iAnak iditahan idan ipenahanan iterhadap 

iAnak idilandasi ialasan iyang icukup, imaka iHakim imenetapkan iagar 

iAnak itetap idalam itahanan; 

Menimbang, ibahwa iuntuk imenjatuhkan isanksi iterhadap iAnak, iperlu 

idipertimbangkan ikeadaan iyang imemberatkan idan imeringankan iAnak; 

iKeadaan iyang imemberatkan:  

a) Tindakan Anak mencerminkan kesadaran moral yang buruk dan 

berdampak seksual serta psikologis pada korban; Keadaan yang 

meringankan;  

b) Anak bersikap santun di persidangan, mengakui, menyesali 

perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi; - Anak belum pernah 

dihukum;  

c) Terjadi perdamaian antara keluarga anak dengan keluarga korban; 

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi sanksi, maka harus dibebani pula 

untuk membayar biaya perkara; 

Mempertimbangkan iketentuan iPasal i82 iayat i(1) iUU iRI iNo. i17 

iTahun i2016 imengenai iPenetapan iPeraturan iPemerintah iPengganti iUU 

iNo. i1 iTahun i2016 itentang iPerubahan iKedua iatas iUU iNo. i23 iTahun 

i2002 iTentang iPerlindungan iAnak iMenjadi iUU idan iUU iNo. i8 iTahun 

i1981 itentang iHukum iAcara iPidana iserta iregulasi iterkait ilainnya iyang 

irelevan; 

3.2.4 Amar Putusan 

a. Menyatakan iABH iREVAN iAPRIAN iBin iAMRIN itelah iterbukti 

isecara isah idan imeyakinkan ibersalah imemaksa, imelakukan itipu 

imuslihat, imelakukan iserangkaian ikebohongan, iatau imembujuk iAnak 

iuntuk imelakukan iatau imembiarkan idilakukan iperbuatan icabul; 
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b. Menjatuhkan ipidana iterhadap iABH idengan ipidana ipembinaan idi 

iLPKA iKlas iII iTenggarong iselama i8 i(delapan) iBulan idikurangi 

idengan imasa ipenangkapan idan ipenahanan iyang itelah idijalani ioleh 

iABH idengan iperintah iABH itetap iberada idalam itahanan idan 

ipelatihan ikerja iselama i3 i(tiga) iBulan idi idinas isosial ikota iSamarinda; 

c. Menetapkan barang bukti:  

- 1 (satu) Buah baju sweter warna abu-abu;  

- 1 (satu) Buah celana kulot warna hitam;  

- 1 (satu) Buah celana dalam warna hitam;  

- 1 (satu) Buah jilbab warna hitam;  

- 1 (satu) Buah Bra warna biru tua;.   

4.     Menetapkan supaya ABH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 

2.000-, (dua ribu rupiah); 

 

MENGADILI: 

1. Menyatakan iAnak iRevan iAprian iBin iAmrin itelah iterbukti isecara isah 

idan imeyakinkan ibersalah imelakukan itindak ipidana idengan ikekerasan 

imemaksa ianak imembiarkan idilakukan iperbuatan icabul, isebagaimana 

idalam idakwaan itunggal; 

2. Menjatuhkan ipidana ikepada iAnak itersebut ioleh ikarena iitu idengan 

ipidana ipembinaan idalam ilembaga iselama i5 i(lima) ibulan idi iLPKA 

iKlas iII iTenggarong idan ipelatihan ikerja isebagai ipengganti idenda 

iselama i3 i(tiga) ibulan idi iDinas iSosial iKota iSamarinda; 

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan; 

5. Menetapkan barang bukti:  

- 1 (satu) Buah baju sweter warna abu-abu;  

- 1 (satu) Buah celana kulot warna hitam;  

- 1 (satu) Buah celana dalam warna hitam;  

- 1 (satu) Buah jilbab warna hitam;  
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- 1 (satu) Buah Bra warna biru tua;.   

6. Menetapkan supaya ABH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 

2.000-, (dua ribu rupiah); 

3.2.5  Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 

Di sini, pertimbangan hakim adalah pertimbangan hukum yang menjadi 

pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan. Peter Mahmud 

Marzuki menyebut pertimbangan hakim sebagai “ratio decidendi”, atau 

alasan-alasan hukum yang diberikan oleh undang-undang atas pilihan 

hakim. Ratio Decidenci adalah bagian dari proses “menimbang” untuk 

topik yang sedang dibahas. Ada berbagai kategori yang dapat dibagi ke 

dalam pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, termasuk:  

1. Pertimbangan Yuridis  

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 

didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan 

dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di 

dalam putusan. Hal- hal yang dimaksud tersebut antara lain:50 

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  

Karena dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana, 

pemeriksaan di persidangan dilakukan atas dasar itu. Selain 

menyebutkan nama terdakwa, dakwaan juga menerangkan tindak 

pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat 

kejadian. Dakwaan yang dibacakan di depan pengadilan disebut 

sebagai dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim.51 

2)  Keterangan terdakwa 

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa katakan di 

pengadilan mengenai tindakan yang telah mereka lakukan, 

ketahui, atau alami sendiri. Pernyataan terdakwa merupakan 

 
50 Rusli Muhammad.,Op.Cit.,Hlm.124 
51 Ibid.,Hlm. 125 
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jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut, 

hakim, atau pembela.52 

3) Keterangan Saksi 

Selama kesaksian saksi adalah mengenai peristiwa pidana 

yang dia dengar, lihat, atau alami sendiri dan diberikan di 

pengadilan di bawah sumpah, maka kesaksian tersebut dapat 

dianggap sebagai bukti. Faktor utama yang selalu 

dipertimbangkan oleh pengadilan dalam mengambil keputusan 

adalah kesaksian saksi.53 

4) Barang-barang bukti 

Definisi barang bukti dalam konteks ini merujuk pada 

seluruh objek yang dapat dikenai penyitaan dan dihadirkan oleh 

jaksa penuntut umum dalam persidangan di pengadilan. 

2) Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana 

Pasal yang dimaksud tercantum dalam surat dakwaan jaksa, 

di mana pasal-pasal tersebut sesuai dengan tindakan pelanggaran 

yang dilakukan terdakwa. Pasal ini kemudian dijadikan landasan 

oleh majelis hakim dalam menetapkan sanksi pidana terhadap 

terdakwa. 

2. Pertimbangan Non Yuridis 

Aspek non-yuridis dalam pertimbangan hakim mencakup faktor-

faktor seperti motivasi terdakwa melakukan kejahatan, dampak dari 

tindakan kriminal, situasi finansial terdakwa, karakteristik personal 

terdakwa, konteks sosial, serta elemen keagamaan, yang dapat dijabarkan 

sebagai berikut. 

1) Motivasi tindakan terdakwa merujuk pada berbagai situasi yang 

memicu munculnya hasrat serta dorongan kuat dalam diri terdakwa 

untuk melakukan aksi kriminal, misalnya tekanan ekonomi. 

 
52 Ibid.,Hlm. 126 
53 Ibid.,Hlm. 130 
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2) Konsekuensi tindakan terdakwa mengacu pada fakta bahwa 

perbuatan melanggar hukum yang dilakukan terdakwa pasti 

mengakibatkan adanya korban atau kerugian bagi pihak lain. 

3. Pertimbangan Sosiologis 

Aspek sosiologis dalam pertimbangan mencakup analisis terhadap 

konteks, status sosio-ekonomi, dan norma-norma yang berlaku dalam 

komunitas. Rancangan KUHP Nasional 1999-2000, Pasal 5 Ayat (1), 

menetapkan bahwa dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus 

mempertimbangkan: 

1. Tingkat kesalahan terdakwa;  

2.  Niat dan sasaran tindakan kriminal;  

3. Metode pelaksanaan kejahatan;  

4. Kondisi mental saat melakukan pelanggaran;  

5.  Latar belakang dan kondisi sosio-ekonomi pelanggar; 

6.  Perilaku dan respon pelaku pasca-kejadian;  

7. Dampak tindakan terhadap prospek masa depan pelaku; 

8. Persepsi publik terhadap kejahatan dan korbannya. 

Keputusan harus selaras dengan prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan 

kepercayaan yang dianut masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman 

mendalam tentang aspek sosiologis dan psikologis sangat diperlukan bagi 

seorang hakim. 

3.2.6 Putusan Ideal Yang Diharapkan Masuk Teori Yurispendusi 

Mengutip peraturan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, yang mengambil pendekatan yang lebih 

menyeluruh dalam menetapkan status hukum anak, dapat dipahami bahwa 

semua aparat penegak hukum diwajibkan untuk membantu menyelesaikan 

masalah anak di bawah undang-undang ini (SPPA). Para hakim tentu saja 

harus mengikuti aturan ini ketika menjatuhkan putusan terhadap terdakwa 

pidana untuk memastikan bahwa putusan akhir sejalan dengan hukum dan 

peraturan yang ada. Penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan 
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oleh hakim terlalu ringan mengingat korban dalam kasus ini adalah seorang 

anak perempuan yang belum mencapai usia dewasa dan mengalami 

pelecehan seksual oleh banyak orang dalam posisi sebagai korban yang 

rentan. 

Hukuman bagi pelaku tindak asusila terhadap anak di lingkungan 

kost dapat dikenakan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E UU 

No. 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan 

Anak. Sanksi yang ditetapkan meliputi hukuman penjara minimal 5 tahun 

dan maksimal 15 tahun, serta denda hingga Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar 

rupiah). 

Namun, dalam putusan kasus nomor 24/Pid.SusAnak/2023/PN Smr, 

tidak dicantumkan hukuman sesuai pasal yang menjadi dasar pertimbangan. 

Majelis hakim memutuskan hukuman berupa pembinaan institusional 

selama 5 bulan di LPKA Klas II Tenggarong disertai pelatihan kerja. 

Vonis ini dianggap kurang efektif dalam memberikan efek jera dan 

pencegahan terhadap tindak pidana serupa di masa mendatang. Tindakan 

asusila semacam ini juga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. 

Meski demikian, perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak 

pidana harus mengutamakan aspek pembinaan dan pemulihan hak, tanpa 

memberikan hukuman berlebihan. Hal ini bertujuan agar anak masih 

memiliki peluang untuk membangun masa depan tanpa terbebani trauma 

akibat proses hukum yang terlalu berat, mengingat usia terdakwa yang 

masih muda. 

Sebagai pengambil keputusan, hakim mendasarkan 

pertimbangannya pada dakwaan jaksa penuntut umum serta berpedoman 

pada undang-undang dan hukum acara pidana anak. Hakim memiliki 

independensi dalam memutuskan perkara pidana, artinya putusan hakim 

tidak harus sejalan dengan tuntutan jaksa, bisa menyetujui atau bahkan 

bertentangan dengan surat dakwaan. 
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Vonis hukuman terhadap terdakwa sepenuhnya bergantung pada 

evaluasi dan keyakinan panel hakim terhadap evidensi dan realitas yang 

terungkap dalam persidangan. Mengacu pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, 

bila pengadilan menilai terdakwa bersalah atas tindak pidana, maka sanksi 

akan dijatuhkan. Panel hakim memiliki wewenang untuk memberikan 

putusan di bawah, setara, atau melebihi tuntutan jaksa penuntut umum. 

Secara normatif, vonis yang melampaui tuntutan jaksa tidak melanggar 

prosedur hukum pidana. Pada dasarnya, panel hakim memiliki kebebasan 

dan independensi dalam menentukan hukuman. Namun, tetap ada batasan 

yang perlu dipatuhi. Contohnya, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan 

hukuman melebihi ancaman maksimum dalam pasal yang didakwakan dan 

tidak boleh memberikan jenis sanksi yang tidak tercantum dalam KUHP 

atau peraturan perundang-undangan lainnya. 

Dalam berbagai keputusan Mahkamah Agung, sering dinyatakan 

bahwa durasi atau tingkat keparahan hukuman yang dijatuhkan merupakan 

otoritas judex facti. Ini mengindikasikan bahwa sanksi yang ditetapkan oleh 

majelis tingkat pertama dan banding (yang disebut judex facti) sangat 

krusial dalam perkara pidana. 

a. Ultra Petita 

Kemudian, apakah diperbolehkan bagi hakim untuk mengeluarkan 

keputusan yang bersifat ultra petita (mengurangi tuntutan)? Merujuk pada 

Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum 

Acara Pidana yang menyatakan: 

Apabila pengadilan memandang bahwa terdakwa terbukti bersalah atas 

tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, maka pengadilan akan 

menjatuhkan sanksi pidana terhadapnya. 

Dalam situasi di mana terdakwa dihadapkan pada dakwaan alternatif, 

maka penentuan pasal mana yang terbukti selama persidangan didasarkan pada 

pertimbangan dan penilaian pengadilan. 
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b. Pemutusan Pemidanaan 

Dari perspektif normatif, tidak ada satu klausul pun dalam KUHAP yang 

mewajibkan hakim untuk menetapkan hukuman selaras dengan tuntutan 

Jaksa/Penuntut Umum. Majelis hakim memiliki otonomi dalam menentukan 

sanksi pidana sesuai dengan pertimbangan yuridis dan hati nuraninya, bisa 

melebihi atau kurang dari yang dituntut. 

Walaupun terdapat keleluasaan dan independensi hakim dalam 

menjatuhkan vonis, bukan berarti tanpa batasan. Limitasi yang dimaksud 

meliputi: 

1. Tidak diizinkan melampaui ancaman maksimum pasal yang 

didakwakan. Contohnya dalam suatu tuntutan, memuat maksimal 5 

tahun bagi terdakwa. Namun hakim diperbolehkan menjatuhkan 

hukuman setara atau lebih ringan dari 5 tahun. 

2. Tidak diperkenankan memberikan putusan pemidanaan yang jenis 

sanksinya (strafsoort) tidak memiliki referensi dalam KUHP, atau 

regulasi pidana di luar KUHP. 

3. Putusan pemidanaan harus menyajikan pertimbangan yang memadai 

berdasarkan bukti. Mahkamah Agung menegaskan bahwa putusan 

dengan pertimbangan yang kurang dapat dibatalkan. 

c. Penerapan Diversi 

Diversi merupakan pengalihan resolusi kasus Anak dari jalur peradilan 

pidana ke proses alternatif di luar sistem tersebut. Dalam undang-undang, 

pendekatan non-pidana ini memberi peluang bagi seseorang untuk 

memperbaiki kesalahannya. 

Meskipun demikian, tidak seluruh tindak pidana yang dilakukan anak 

dapat diselesaikan melalui diversi. Proses ini dapat diterapkan pada:  

a) Anak berusia lebih dari 12 tahun 

b) Tindak pidana yang diancam hukuman penjara kurang dari 7 (tujuh) 

tahun 
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c) Bukan merupakan tindak pidana berulang 

Implementasi Diversi sebagai upaya menjamin perlindungan hukum 

terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam sistem 

peradilan pidana anak di Indonesia dilakukan dengan menerapkan Diversi pada 

setiap tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga 

pemeriksaan di persidangan anak, sesuai dengan ketentuan UU No. 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.54 Penerapan diversi yang ideal 

bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak 

di masa mendatang meliputi: rekonsiliasi antara korban dan anak dengan atau 

tanpa kompensasi, pengembalian kepada orang tua/wali, serta partisipasi dalam 

program tertentu.  

Tujuan diversi mencakup: mewujudkan rekonsiliasi antara korban dan 

Anak; menuntaskan perkara Anak di luar jalur pengadilan; menjauhkan Anak 

dari pencabutan kebebasan; mendorong keterlibatan masyarakat; serta 

menanamkan sikap bertanggung jawab pada Anak. Meskipun sistem peradilan 

anak telah memadai, sistem yang baik perlu diimbangi dengan sikap yang 

dilandasi keinginan untuk memandang dan meyakini bahwa dunia ini selalu 

bergerak ke arah yang lebih baik. Suatu perspektif yang sebenarnya lebih luas 

dan jauh jangkauannya dibandingkan isu-isu yang diperdebatkan. Selain itu, 

prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus senantiasa diprioritaskan dalam 

menangani anak yang berhadapan dengan hukum. 

Berdasarkan dokumen putusan yang diberikan, beberapa pertimbangan 

untuk putusan yang ideal yang dapat masuk ke dalam teori yurisprudensi adalah: 

1. Pertimbangan usia pelaku dan korban: Hakim mempertimbangkan bahwa 

baik pelaku (Revan Aprian) maupun korban (Adhelia) masih berusia 14 

tahun dan termasuk kategori anak. Ini menjadi pertimbangan penting dalam 

 
54 I iiMade iiSepud, iiPerlindungan iiHukum iiTerhadap iiPelaku iiTindak iiPidana iiAnak 

iiMelalui iiDiversi iiDalam iiSistem iiPeradilan iiPidana iiAnak iiDi iiIndonesia, 
iihttps://www.neliti.com/id/publications/35062/perlindungan-hukum-terhadap-pelaku-tindak-
pidana-anak-melalui-diversi-dalam-sist iiDiakses ii10 iiSeptember ii2020. 
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menentukan hukuman yang sesuai berdasarkan Undang-Undang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. 

2. Penerapan prinsip restorative justice: Hakim mempertimbangkan adanya 

perdamaian antara keluarga pelaku dan korban sebagai hal yang 

meringankan. Ini mencerminkan penerapan prinsip restorative justice dalam 

kasus yang melibatkan anak. 

3. Pertimbangan dampak psikologis pada korban: Hakim menyatakan bahwa 

perbuatan pelaku telah memberikan dampak seksual dan psikologis kepada 

korban. Ini menunjukkan pertimbangan terhadap efek jangka panjang 

tindak pidana pada korban. 

4. Penerapan sanksi alternatif: Hakim menjatuhkan pidana pembinaan di 

LPKA dan pelatihan kerja, bukan hanya pidana penjara. Ini menunjukkan 

penerapan sanksi alternatif yang lebih berorientasi pada pembinaan untuk 

anak. 

5. Pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan: Hakim secara 

eksplisit mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan (dampak 

perbuatan) dan meringankan (pengakuan, penyesalan, belum pernah 

dihukum) dalam menentukan hukuman. 

6. Penerapan UU Perlindungan Anak: Hakim menggunakan Pasal 82 ayat (1) 

UU Perlindungan Anak sebagai dasar hukum, yang menunjukkan 

penerapan undang-undang khusus untuk melindungi anak. 

7. Pertimbangan rehabilitasi: Putusan mencakup pembinaan di LPKA dan 

pelatihan kerja, yang menunjukkan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi 

pelaku anak ke masyarakat. 

Putusan ini menunjukkan keseimbangan antara aspek punitif (hukuman) dan 

rehabilitatif, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai pelaku 

maupun korban. Pendekatan ini dapat menjadi yurisprudensi penting dalam 

penanganan kasus serupa di masa depan. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan temuan penelitian penulis dan didukung oleh data, informasi, 

dan fakta yang berkaitan dengan hasil putusan hakim nomor 26/Pid.Sus-

Anak/2023/PN Smr, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapa hukum terhadap anak dalam melakukan tindak pidana kesusilaan 

mengacu pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Tindakan 

pencegahan tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur yaitu 

dengan diberikannya perlindungan khusus, penanganan kasus, rehabilitasi 

dan pendidikan, sosialisasi kepada lingkungan, nasihat hukum kepada 

sekolah dengan instansi pemerintah yang mengatur tentang perbuatan 

asusila terhadap anak di bawah umur. perbuatan asusila tertentu, agar orang 

tua dapat lebih mengontrol perkembangan dan hubungan anak satu sama 

lain. Kita sering melihat kejahatan cabul di masyarakat, terutama anak di 

bawah umur, yang sering menjadi korban kejahatan ini. Hal ini disebabkan 

kurangnya kesadaran masyarakat yang tidak memahami peraturan 

perundang-undangan mengenai kejahatan tersebut. Dalam hal ini pihak 

kepolisian hendaknya segera membantu dan bekerjasama untuk 

memberantas tindak pidana pencabulan terhadap anak, agar tindak pidana 

pencabulan tidak terulang kembali, terutama korbannya adalah anakanak 

Meningkatkan tindakan pengaturan, menutup pornografi di media sosial . 

media massa agar tidak mempengaruhi sikap negatif masyarakat yang 

melahirkan niat buruk untuk melakukan perbuatan cabul. 

2. Dalam keputusan Majelis Hakim terkait kasus nomor 

24/Pid.SusAnak/2023/PN Smr, sebaiknya pertimbangan sanksi terhadap 

terdakwa memperhatikan situasi korban, mengingat korban masih di bawah 

usia legal. Vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa meliputi 5 bulan di 
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LPKA Klas ll Tenggarong serta pelatihan kerja sebagai substitusi denda 

selama 3 bulan di Dinas Sosial Kota Samarinda selama menjalani masa 

hukuman. Dalam memutuskan vonis, majelis hakim seyogyanya 

mempertimbangkan berbagai aspek kerugian yang diderita korban agar 

hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa dapat memberikan efek deterren 

untuk tidak mengulangi tindakan yang merugikan banyak pihak, bukan 

hanya bagi terdakwa namun juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat 

luas. 

4.2. Saran 

1. Kepolisian iharus idengan icepat imemberikan ibantuan iterhadap iksus iini 

idan imemberikan ikerjasamanya idalam imenanggulangi ikejahatan 

ipencabulan iterhadap ianak iini iagar itidak isemakin ibanyaknya 

ikejahatan ipencabulan ikhusunya ipelaku idan ikorbannya idalah ianak 

idibawah iumur. 

2. Peningkatan ikerja isama ianatara ipenegak ihukum idan imasyarakat 

idalam imenanggulangi ikejahatan itersebut. 

3. Majelis iHakim iPengadilan iNegeri iSamarinda iagar ilebih icermat ilagi 

idalam imeneggakan ihukum idan imemberikan ipenjatuhan ipidana isesuai 

iyang idiatur ididalam iundang-undang. 

4. Bagi iorang itua iagar ilebih icermat idalam imengawasi ianak idalam 

ikelakuannnya iterutama idalam ibergaul idan imemilih iteman, iserta 

imendidik iakan iperbuatan iyang iboleh itidak iboleh idilakukan ianak-anak 

5. Masyarakat ijuga iperlu imemperhatikan idan imenerapkan iUndang-

Undang iagar itidak iberkembangnya ikejahatan ipencabulan iterhadap 

ianak idibawah iumur iini, ikarena isemakin imasyarakat ipaham iakan 

ihukum imaka isemakin ikurangnya itingkat ikejahatan iini. 
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